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4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Malang 
1. Kondisi Geografis 
Pada wilayah di Kabupaten Malang yang merupakan suatu kawasan 
terletak di tengah selatan yakni pada wilayah Propinsi Jawa Timur. Kemudian 
berbatasan dengan 6 (enam) wilayah kabupaten dan Samudera Indonesia. Pada 
sebelah wilayah Utara-Timur, berbatasan dengan wilayah Pasuruan dan 
Probolinggo. Berikutnya sebelah Timur, berbatasan dengan wilayah Lumajang. 
Berikutnya sebelah Selatan, berbatasan dengan wilayah Samudera Indonesia. 
Berikutnya sebelah Barat, berbatasan dengan wilayah Blitar. Berikutnya sebelah 
Barat-Utara, berbatasan dengan wilayah Kediri dan wilayah Mojokerto. Letak 
geografis semikian itu menyebabkan wilayah Kabupaten Malang sangat memiliki 
posisi yang strategis. Berikutnya hal tersebut ditandai dengan semakin ramainya 
pada jalur transportasi utara atau jalur selatan yang akan melewati daerah 
Kabupaten Malang (BPS, 2016, hal. 1). 
Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan memiliki 12 kelurahan dan 378 
desa. Jumlah kecamatan, desa dan kelurahan tidak mengalami perubahan 
dalam tujuh Tahun terahir. Kecamatan Kepanjen memiliki desa/ kelurahan 
terbanyak dengan 4 kelurahan dan 14 desa. Namun, dilihat dari jumlah RT dan 
RW, kecamatan Poncokusumo memiliki jumlah RT/RW terbanyak dengan 
masing-masing sebanyak 170RW dan 820RT (BPS, 2016, hal. 5). 
 
2. Kondisi Demografi 
Pada perencanaaan serta evaluasi pembangunan pada saat ini sangat 
dibutuhkan data atau informasi mengenai kependudukan. Kemudian hal tersebut 
ketika dikaitkan dengan dwifungsi terkait penduduk dalam pembangunan, yakni 
sebagai fungsi subjek serta pada fungsi objek. Dalam hal fungsi subjek yang 
bermakna bahwa penduduk ialah pelaku pembangunan, serta fungsi objek 
bermakna bahwa penduduk yang menjadi target serta sasaran pembangunan 
yang sedang dan akan dilakukan. Dari kedua fungsi tersebut harus berjalan 
seiring serta sejalan secara intergral. Sedangkan menurut hasil pada Susenas 
yakni penduduk wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2009 yang berjumlah 
pada angka 2.425.248 jiwa. Jumlah terserbut terdiri dari kaum laki-laki pada 
angka 1.217.314 (50,19 persen) jiwa dan kaum perempuan 1.207.934 (49,81%) 
jiwa.   
Berdasarkan dari komposisi pada aspek umur maka penduduk wilayah di 
Kabupaten Malang yakni termasuk penduduk yang Intermediate. Kemudian 
terkait komposisi aspek umur pada kalangan anak yakni dengan kriteria (0-14 
tahun) yakni sekitar 26,12% (persen) dan hal tersebut (dibawah 40 persen) dan 
umur dari kalangan tua yakni dengan kriteria (65+ tahun) yakni sekitar 7,81% 
(persen) kriteria tersebut dibawah 10% (sepuluh persen). Akan tetapi ketika 
ditinjau berdasarkan dari segi umur median yakni pada umur yang dapat dibagi 
menjadi dua kategori penduduk bagian serta dengan jumlah penduduk yang 
sama. Dalam hal ini penduduk wilayah Kabupaten Malang tergolong pada 
kalangan tua dengan kalangan umur median yakni pada kelompok 30-34 (tiga 
puluh sampai empat puluh) tahun. Selanjtnya terkait pada umur median 
intermediate yang berada pada kriteria mulai dari 20-30 (dua puluh sampai tiga 
 
puluh tahun) tahun serta pada umur median muda yakni pada umur 20 tahun 
kebawah. Berikutnya dengan komposisi pada umur produktif meliputi pada 
kisaran 15-64 (lima belasa sampai enam puluh empat tahun) hal ini kisaran 
66,07% (persen) maka dalam hal ini sumber daya manusia wilayah di Kabupaten 
Malang bisa dikatakan cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah 
(PSP3, 2014, hal. 2). 
Terkait publikasi yang diselenggarakan oleh pihak BPS wilayah di 
Kabupaten Malang kembali bisa menampilkan beberapa data atau informasi 
penduduk yang diambil dari tahap registrasi. Pentingnya sosialisasi maupun 
pemberian informasi bahwa terdapat adanya perbedaan pada jumlah penduduk 
hasil Susenas tahun 2009 dengan data atau informasi tahap registrasi penduduk, 
karena memang berbeda dalam cara mendapatkannya. Kemudian menurut 
registrasi yakni diantara 33 (tiga puluh tiga) kecamatan diwilayah Kabupaten 
Malang, yakni pada Kecamatan Singosari yang memiliki jumlah penduduk 
terbesar, yakni sebesar 154.354 jiwa dengan komposisi kaum laki-laki 77.555 
jiwa dan kaum perempuan 76.799 jiwa. Pada wilayah dikecamatan yang memiliki 
penduduk terkecil yakni pada wilayah Kecamatan Kasembon dengan hasil 
jumlah penduduk yang ada 31.368 jiwa dengan komposisi kaum laki-laki 15.760 
jiwa dan kaum perempuan 15.608 jiwa.  
Berdasarkan kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Malang yakni pada 
tahun 2009 yang mencapai 810 (delapan ratus satu) jiwa/km2. Dari beberapa 
wilayah kecamatan yang memiliki kepadatan tinggi di atas 2000 (dua ribu) 
jiwa/km2 ialah wilayah Kecamatan Kepanjen dan wilayah kecamatan Pakis. 
Sedangkan wilayah pada kecamatan dengan tingkat kepadatan antara 1500-
1999 jiwa/km2 ialah wilayah pada Kecamatan Turen, wilayah pada Kecamatan 
 
Sumberpucung dan wilayah pada Kecamatan Pakisaji. Kemudian selebihnya  
dari itu memiliki kepadatannya yang berada dibawah 1500 (seribu lima atus) 
jiwa/km2. Selanjutnya secara keseluruhan terkait penyebaran penduduk wilayah 
di Kabupaten Malang juga memiliki ketimpangan yang cukup rendah yakni 
dengan hasil nilai Indeks Gini yakni sekitar 0,1201 (PSP3, 2014, hal. 2) 
 
3. Potensi Pengembangan Wilayah 
Berdasarkan RPJMD kabupaten Malang pada tahun 2010-2015, secara 
geografis wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan, dataran tinggi, 
dataran rendah dan pesisir. Klasifikasi pengembangan wilayah adalah hutan 
bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Beberapa 
permasalahan pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan lingkungan 
seperti banjir, seperti erosi, seperti longsor, seperti kerusakan hutan, seperti 
kekeringan, seperti alih fungsi lahan, seperti sumber daya manusia yang rendah, 
seperti pengangguran, terbatasnya ketersediaan lahan. Sedangkan potensi 
pengembangan wilayah diarahkan ke pengembangan kawasan a) Gunung 
Bromo di Kecamatan Poncokusumo meliputi potensi alam yang sangat indah, 
aktifitas keagamaan dan acara ritual Yadnya Kasada dari masyarakat Tengger 
yang memiliki keunikan sendiri, vegetasi yang beragam seperti bunga abadi 
edelweis, flora fauna yang sangat indah seperti; b) Pada Gunung Kawi yang 
berada di Kecamatan Wonosari yakni dengan aktifitasnya antara lain adanya 
mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan komodifikasi budaya termasuk 
Kirab Budaya Agung, Pesarean yang dikeramatkan, kirab dan gebyar Suroan; c) 
pada wisata Selorejo yang berada di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan 
bendungan yang dikelilingi gunung; d) potensi alam Sendangbiru di Kecamatan 
 
Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi pada perikanan tangkap serta pada 
olahan yang sangat besar 
Menurut RPJMD kabupaten Malang 2010-2015, dalam efektifitas dan 
efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi 
menjadi 6 wilayah pengembangan (WP):  
1) WP pada lingkar wilayah Kota Malang yang berorientasi ke arah wilayah 
Kota Malang (yakni meliputi wilayah pada Kecamatan Dau, wilayah pada 
Kecamatan Karangploso, wilayah pada Kecamatan Lawang, wilayah pada 
Kecamatan Singosari, wilayah pada Kecamatan Pakisaji, wilayah pada 
Kecamatan Wagir, wilayah pada Kecamatan Tajinan, wilayah pada 
Kecamatan Bululawang, dan wilayah pada Kecamatan Pakis), beberapa 
wilayah tersebut memiliki potensi pengembangan pada sub sektor 
perdagangan dan sektor jasa, sektor pertanian (yakni meliputi pada tanaman 
pangan, pada hortikultura, dan pada perkebunan), kemudian pada industri, 
pada pariwisata serta pada transportasi udara, berikutnya dengan prioritas 
pengembangan infrastruktur yani meliputi; 1) Peningkatan terkait akses jalan 
tembus yakni di wilayah Kota Malang, 2) Pengembangan jalan Malang–Batu, 
3) Pada peningkatan konservasi lingkungan, 4) Pada peningkatan kualitas 
koridor pada jalan wilayah Kota Malang yakni Bandara Abdul Rahman Saleh; 
dan pada pengembangan permukiman.  
2) WP pada wilayah kecamatan Kepanjen yakni pada pusat di perkotaan 
Kepanjen (meliputi pada Kecamatan Kepanjen, pada Kecamatan Wonosari, 
pada Kecamatan Ngajum, pada Kecamatan Kromengan, pada Kecamatan 
Pagak, pada Kecamatan Sumberpucung, pada Kecamatan Kalipare, pada 
Kecamatan Donomulyo, pada Kecamatan Gondanglegi, pada Kecamatan 
 
Pagelaran), beberapa wilayah pada kecamatan tersebut memiliki potensi 
pengembangan pada sub sektor perdagangan serta jasa skala Kabupaten, 
yakni pada pertanian (pada aspek tanaman pangan, aspek hortikultura, 
aspek perkebunan), pada peternakan, pada perikanan darat, pada industri, 
pada pariwisata, pada kehutanan serta pada pariwisata pilgrim, yakni 
dengan prioritas pada pengembangan infrastruktur meliputi pada; 1) Jalan 
Lingkar Timur serta penyelesaian pada Jalan Lingkar Barat wilayah 
kecamatan Kepanjen, 2) Pada peningkatan akses menuju Gunung Kawi 
serta pada Wisata Ngliyep, 3) Pada jalan penghubung yakni antar sentra 
ekonomi di wilayah perdesaan dengan pusat wilayah kecamatan, 4) 
Percepatan penyelesaian JLS, 5) Peningkatan persediaan air bersih terkait  
kawasan yang rawan kekeringan; dan pengembangan permukiman. 
3) WP pada wilayah kecamatan Ngantang yakni dengan pusat pelayanan di 
perkotaan wilayah Ngantang (yang meliputi wilayah Kecamatan Ngantang, 
wilayah Kecamatan Pujon, wilayah Kecamatan Kasembon), beberapa 
wilayah tersebut yang memiliki potensi pada pengembangan di sub sektor 
tentang pariwisata yakni antara lain pada Bendungan Selorejo, pada 
pertanian (meliputi pada tanaman pangan, pada hortikultura dan pada 
perkebunan), berikutnya pada peternakan, pada industri serta pada 
perikanan air tawar, yakni dengan prioritas pada pengembangan infrastruktur 
meliputi 1) Pada jalan menuju sentra produksi, terkait pertanian di wilayah 
perdesaan, 2) Pada jalan penghubung dengan di wilayah Blitar dari wilayah 
Ngantang, 3) Peningkatan pada pengelolaan tanah yakni kawasan rawan 
longsor sepanjang wilayah Pujon– wilayah Ngantang– wilayah Kasembon– 
 
dan wilayah Kandangan, 4) Peningkatan pada sediaan air di wilayah 
perdesaan dan penunjang irigasi.  
4) WP pada wilayah Tumpang yakni dengan pusat pelayanan di wilayah 
perkotaan kecamatan Tumpang, hal tersebut meliputi (pada wilayah 
Kecamatan Tumpang, wilayah Kecamatan Poncokusumo, wilayah 
Kecamatan Wajak, wilayah Kecamatan Jabung), dari beberapa wilayah 
tersebut yang memiliki potensi pengembangan pada sub sektor pariwisata, 
yakni pada aspek pertanian (meliputi pada tanaman pangan, pada sayuran, 
pada hortikultura, dan pada perkebunan), kemudian pada Peternakan, pada 
Perikanan serta pada Industri yakni dengan prioritas pengembangan pada 
infrastruktur meliputi 1) pada jalan utama diwilayah pada wilayah Pakis– 
wilayah Tumpang– wilayah Poncokusumo– wilayah Ngadas– sampai 
wilayah Bromo, 2) Pada jalan pada pusat ekonomi di perdesaan, 3) pada 
jalan tembus utama antar wilayah kecamatan, 4) Pada perbaikan terkait 
sistem irigasi serta perbaikan pada persediaan air; di WP ini dikembangkan 
pada Kawasan Agropolitan wilayah Poncokusumo yang termasuk 
pengembangan pada kawasan wisata yang menuju pada Gunung Bromo 
dan pada kawasan Minapolitan wilayah kecamatan Wajak. 
5) WP pada wilayah di kecamatan Turen dan wilayah Dampit yakni meliputi 
(pada Kecamatan Turen, pada Kecamatan Dampit, pada Kecamatan 
Tirtoyudo, pada Kecamatan Ampelgading) beberapa kecamatan tersebut 
dengan pusat pelayanan pada aspek sosial di wilayah Turen, serta pusat 
pelayanan pada aspek ekonomi di wilayah Dampit, yang memiliki potensi 
pengembangan pada sub sektor pertanian meliputi (pada tanaman pangan 
dan pada perkebunan), pada peternakan, pada perikanan laut, pada industri, 
 
pada pariwisata serta pada kehutanan, kemudian dengan prioritas 
pengembangan pada infrastruktur meliputi 1) pada jalan menuju wilayah 
perdesaan pusat produksi, 2) pada jalan menuju wilayah pantai selatan 
(untuk perikanan serta pariwisata), 3) pada jalan khusus penunjang ekonomi 
dan sekaligus untuk evakuasi pada bencana (hal tersebut ketida terjadi 
letusan di Gunung Semeru) dan terjadinya kemungkinan tsunami, 4) Pada 
peningkatan irigasi dan peningkatan sediaan air; dikawasan ini yang 
dikembangkan pada peternakan kambing dan pada Peranakan Etawa (PE). 
6) WP pada daerah Sumbermanjing Wetan yakni dengan pusat pelayanan di 
wilayah perkotaan Sendangbiru (hal tersebut meliputi pada wilayah 
Kecamatan Sumbermanjing Wetan, pada Kecamatan Gedangan, pada 
Kecamatan Bantur), pada wilayah tersebut yang memiliki potensi 
pengembangan pada sub sektor pertanian meliputi pada (perkebunan, dan 
tanaman pangan), pada perikanan laut, pada pertambangan, pada industri, 
pada pariwisata serta pada kehutanan, kemudian dengan prioritas 
pengembangan pada infrastruktur meliputi 1) pada jalan kearah 13 (tiga 
belas) wilyaha perdesaan pada pusat produksi, 2) pada jalan yang menuju 
pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati (untuk perikanan 
serta pariwisata), 3) Pada pengembangan pelabuhan yang berskala 
nasional, 4) pada jalur jalan khusus untuk evakuasi pada bencana (seperti 
kemungkinan tsunami), 5) Pada peningkatan irigasi serta peningkatan 
sediaan air; yakni dikawasan tersebut dikembangkan pada Pelabuhan 
Perikanan Nusantara wilayah Sendangbiru dan direncanakan pembangunan 
pada pelabuhan umum. 
 
 
4. Kesetaraan Gender 
Berdasarkan dari hasil laporan RPJMD wilayah di kabupaten Malang 
pada tahun 2010 sampai tahun 2015, dan berdasarkan tentang Peraturan 
Daerah (PERDA) Kabupaten Malang pada Nomor 1 yakni pada tahun 2008 
terkait Organisasi Perangkat Daerah maka telah dibentuk lembaga khusus yang 
menangani pengarusutamaan gender sehingga kesetaraan gender dapat 
diwujudkan. Perkembangan keterlibatan perempuan dalam organisasi, 
penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak serta program sosialisasi 
Undang-Undang KDRT dan Perlindungan pada Anak secara lengkap yakni dapat 




Tabel 4.1. Perkembangan Keterlibatan Perempuan Dalam Organisasi Tahun 
2006-2009 






















Kelompok 3.678 3.678 4.087 4.280 
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, tahun 2010  
 
Dari data di atas diketahui bahwa keterlibatan perempuan baik di lembaga 
swasta maupun di Pemerintahan sudah cukup tinggi. Sebagai contoh di lembaga 
 
swasta angka tersebut secara rasio lebih kurang 39 %, di lembaga Pemerintah 
Daerah 47 % sedangkan di DPRD 20 %. 
 
4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Wajak 
1. Sejarah Kecamatan Wajak 
Asal mula atau berawalnya Kecamatan Wajak yakni pada jaman 
dahulukala ialah Darungan yang menjadi salah satu nama Dusun, yakni di desa 
Wajak yang pada saat ini lebih dikenal sebagai Dusun Jaruman. Desa Darungan 
pada saat itu merupakan salah satu desa ditengan hutan belantara, di hutan 
tersebut yang terdapat banyak sekali tumbuhnya Buah Wajak (yakni seperti Buah 
Kolang-kaling). Kemudian karena terkenal enaknya dari Buah tersebut dan 
sangat banyak tumbuh di sekitar Desa Darungan, berikutnya dari pihak 
masyarakat sekitar menamakan dengan nama hutan Wajak. Setelah 
perkembangan dan perubahan jaman serta berkembangnya dari penduduk di 
sekitar hutan Wajak, kemudian ahirnya di  Desa Darungan berkembang menjadi 
Darungan dan Desa Wajak. Istilah Wajak lebih dikenal oleh masyarakat karena 
lebih ramai ketimbang Darungan dan pada saat ini menjadi pusat perekonomian  
(Anonymous, 2015). 
 
2. Pembagian Wilayah  
Pada pembagian wilayah pada waktu terus berganti Desa Wajak menjadi 
semakin berkembang serta dari aspek penduduk yang semakin meluas sehingga 
muncul beberaoa desa disekitar daerah Wajak yakni antara lain seperti wilayah 
pada Desa Sukoanyar, pada Desa Ngembal, pada Desa Blayu dan pada Desa 
Codo. Kemudian tempat Desa Wajak yang dianggap menjadi paling strategis 
 
maka dalam hal ini Desa Wajak dijadikan daerah Ibu Kota Kecamatan yang pada 
saat ini menjadi wilayah Kecamatan Wajak (Anonymous, 2015).  
Kecamatan Wajak merupakan suatu kawasan yakni terletak pada bagian 
tengah timur wilayah Kabupaten Malang. Batasan dengan enam kecamatan 
diwilayah kabupaten Malang. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan 
Poncokusumo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Tirtoyudo. 
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit. 
Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan 
Bululawang. Letak Geografis sedemikian itu menyebabkan daerah Kecamatan 
Wajak bisa memiliki posisi yang dianggap cukup strategis. Kemudian hal itu bisa 
dilihat bahwa semakin ramainya pada jalur transportasi yang melalui Kecamatan 
Wajak. Posisi kordinat Kecamatan Wajak terletak antara 112,4218 Bujur Timur 
dan 122,48oo Bujur Timur dan antara 8,0956 Lintang Selatan dan 8,o425 Lintang 
Selatan (Muhaimin, 2015, hal. 1). 
Pada tahun 2014, Kecamatan Wajak terbagi menjadi 13 Desa, 40 Dusun, 
141 RW dan 478 RT. Dilihat dari komposisinya, Desa Sumberputih, Desa Patok 
Picis dan Desa Sukoanyar, memiliki jumlah Dusun terbanyak yaitu masing-
masing sebanyak 4 Dusun. Banyaknya jumlah Dusun yang dimiliki otomatis 
menjadi daerah dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbanyak pula. 
Terbukti jumlah RT terbanyak di Desa Wajak yaitu sebanyak 20 RW dan 84 RT. 
Berikutnyan Codo (15 RW dan 54 RT), Bringin (19 RW dan 45 RT), Kidangbang 
(11 RW dan 43 RT), Sukoanyar (12 RW dan 39 RT), Sumberputih (8 RT dan 36 
RT), Dadapan (11 RW dan 33 RT) dan sisanya Desa Blayu, Sukolilo, Desa 
Bambang, Desa Patokpicis, Desa Ngembal dan Desa Wonoayu (Muhaimin, 
2015, hal. 4). 
 
3. Potensi Kecamatan Wajak 
Poeten pada wilayah kecamatan Wajak  pada saat ini memiliki sumber air 
yang cukup dan bahkan di beberapa tempat banyak sumber airnya banyak 
melimpah. Kemduian kondisi tersebut sangat tepat untuk pengembangan pada 
tanaman mendong. Sedangkan pada habitat tanaman mendong merupakan 
lahan basah yakni seperti sawah maupun rawa-rawa. Pada pengembangan 
tanaman seperti mendong yang masih memungkinkan diwilayah Kecamatan 
Wajak tersebut, akan tetapi tetap harus dilakukan secara selektif yakni pada 
beberapa lahan yang dianggap kurang produktif untuk tanaman padi 
(Anonymous, 2015). 
Dalam aspek pengembangan bidang usaha terutama pada kerajinan 
mendong dapat dilakukan cara yakni meliputi; perlunya pengembangan tanaman 
mendong diwilayah pada kecamatan Wajak, akan tetapi dilakukan pada 
beberapa lahan yang harus ditentukan secara selektif. Kemudian pelatihan 
maupun adanya bimbingan pengrajin secara berkelanjutan, berikutnya harus 
menciptakan inovasi baru pada desain produk agar bisa lebih variatif. 
Selanjutnya penataan pada kelembagaan antara pihak pengrajin dan pihak 
pemilik modal, hal tersebut berguna dalam mewujudkan keseimbangan dalam 
tanggung jawab serta resiko. Dan mencari peluang pasar ekspor yang lebih baru, 
disamping itu harus bisa mempertahankan pasar yang sudah berjalan. Dan 
memberikan insentif kepada pihak pengrajin hal ini berguna yang tidak 
meninggalkan pada pekerjaan kerajinannya ketika dalam menggarap lahan 
pertanian (Anonymous, 2015). 
Pada produk kerajinan anyaman mendong pada saat ini mengalami 
peningkatan yakni terutama dari beberapa kota besar seperti di kota Malang, 
 
kota Surabaya dan kota Bali serta beberapa Kota Besar yang berada luar daerah 
jawa lainnya. Akan tetapi kendala yang paling dirasakan dan masih belum 
terjangkau yanki ialah dari bahan baku yang dianggap belum atau tidak 
mencukupi untuk memenuhi beberapa pesanan yang ada. Kemudian adanya 
benturan dengan Program Mina mendong yang pada saat ini sangat dirasakan 
oleh pihak Petani Mendong, hal tersebut karena adanya Mina Mendong tingkat 
pertanian mendong pada saat ini menjadi berkurang serta mempengaruhi dari 
hasil panen (Anonymous, 2015). 
 
4.1.3. Gambaran Umum Desa Patokpicis 
1. Sejarah Desa Patokpicis 
Sejarah Desa Patokpicis tidak terlepas dari pekerjaan orang-orang Jawa 
pada jaman dahulu yaitu mencari kayu bakar. Desa Patokpicis pada awalnya 
merupakan Hutan belantara dan mulai terbentuknya menjadi desa Patokpicis 
sejak tahun 1805 yang didirikan oleh seorang pengembara dari Ponorogo yang 
bernama Mbah Gondang, nama Patokpicis diambil dari kata Petek yang berarti 
Patokan dan Picis yang berarti Uang  (Anonymous, 2016). 
Kata Petekpicis diambil dari Ikrar para pencari kayu bakar, perjanjian 
tersebut dibuat karena mereka takut akan ketinggalan atau meninggalkan 
temanya didalam hutan, sehingga mereka membuat suatu keputusan  untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Misalnya, mereka menunggu 
temanya sedangkan yang mereka tunggu sudah pulang dan mereka pulang 
sedangkan dihutan masih ada temannya, pada saat itulah mereka sepakat 
bahwa kalau setiap hari mau mencari kayu bakar mereka harus membawa uang 
logam dan mereka berkumpul disuatu tempat yang disitu terdapat pohan besar. 
 
Disitulah mereka berkumpul sambil menancapkan uangnya dan membuat 
perjanjian “Siapa saja yang mencari kayu bakar datang ketempat ini dan melihat 
uang logam masih menancap berarti masih ada yang mencari kayu bakar dan 
belum pulang, tetapi kalau sudah tidak ada uang logam yang menancap berarti 
sudah tidak ada orang yang mencari kayu bakar (sudah pulang)”. Sehingga, 
tempat itu sering dipakai sebagai tempat peristirahatan para orang mencari kayu 
bakar, sehingga banyak yang menamai tempat tersebut dengan sebutan 
Petekpicis (Patokan Uang)  (Anonymous, 2016). 
Seiring dengan kemajuan jaman dan berubahnya cara membaca dari 
ejaan lama (Fanovision) menjadi ejaan yang sempurna maka nama Petekpicis 
diganti dengan Patokpicis. Karena perkembangan jaman dan perkembangan 
peraturan maka desa Patokpicis terbagi menjadi 4 (Empat) wilayah dusun yaitu: 
1) Dusun Klakah, 2) Dusun Sumbersuko, 3) Dusun Patokpicis, dan 4) Dusun 
Bangsri  (Anonymous, 2016). 
 
2. Kondisi Geografis Desa Patokpicis 
Topografi ketinggian Desa Patokpicis (Anonymous, 2016) adalah 
merupakan dataran tinggi (Pegunungan) yaitu sekitar 500-700m di atas pada 
permukaan air laut. Kemudian informasi dari BMG kabupaten Malang, curah 
hujan di Desa Patokpicis rata-rata mencapai 1.300–2.000mm pertahun. Secara 
administratif, Desa Patokpicis adalah salah satu dari 13 desa di wilayah 
Kecamatan Wajak dengan batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo 
Sebelah Timur : Wilayah Perhutani Sektor Bambang Utara 
Sebelah Selatan : Desa Dadapan Kecamatan Wajak 
 
Sebelah Barat  : Desa Blayu Kecamatan Wajak. 
 
3. Struktur Organisasi  Desa Patokpicis 
 
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa Patokpicis 
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Gambar 4.2. Peta Wilayah Desa Patokpicis 




4.1.4. Gambaran Umum Desa Blayu 
1. Sejarah  
Asal muasal nama desa Blayu dikutip dari dokument pemerintahan desa 
Blayu tahun 2017 yakni yang sebelumnya dari sebuah hikayat atau cerita dari 
beberapa sesepuh masyarakat di Desa Blayu, hal tersebut yang diceritakan dari 
generasi kebeberapa generasi berikutnya,  yakni;  konon sebelum pada tahun 
1900an maupun sebelum pada abad ke-19 Masehi, ada 3 (tiga) orang yang 
berasal dari wilayah Kabupaten Kudus yang bernama: 1) Mbah Demang, 2) 
Mbah Driyo, dan 3) Mbah Radi. Dari cerita pada zaman Belanda, ketiga orang 
tersebut yang merupakan pejuang dan dinggap tidak patuh pada perintah pihak 
Belanda sehingga mereka ketiga sesepuh tersebut diusir dari wilayah Kudus dan 
 
melarikan diri dari sebuah hutan kehutan lain guna menghindari dari kejaran 
tentara pihak Belanda. Singkat dari cerita ini yang kemudian tibalah mereka 
pihak ketiga sesepuh tersebut disebuah hutan yang berikutnya dijadikan tempat 
tinggal atau pemukiman. Berdasrkan dari kisah atau cerita tersebut dapat 
dipahami yaki kata “Pelarian”  yang bahasa jawanya ialah “Mblayu”, sehingga 
pada kemudian hari terkait pada hutan yang menjadi pemukiman penduduk 
tersebut dinamakan yakni Desa Blayu. Ketiga orang atau sesepuh tersebut yang 
meninggal serta dimakamkan diwilayah pada Desa Blayu, tepatnya pada  Dusun 
Krajan pada saat ini pihak masyarakat lebih sering menyebut dengan istilah 
Danyangan  (Anonymous, 2017) 
 
2. Kondisi Geografis 
Pada kebijakan sektoral pembangunan diwilayah Kabupaten Malang yang 
diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kecerdasan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai lapisan yang secara merata, 
dan meletakkan landasan atau pondasi yang kuat guna pada tahap 
pembangunan berikutnya. Hal tersebut diharapkan bagaimana dimasa 
berikutnya terkait pelaksanaan pembangunan di Desa Blayu, benar-benar dapat 
mencerminkan atau menyimbolkan tentang keterpaduan serta keserasian antar 
program-program sektoral. Dengan ini menjadi beberapa sumbe potensi daerah 
yang dapat dioptimalkan terkait pemanfaatannya serta dapat lebih dikembangkan 
secara merata (Anonymous, 2017) 
 Berikutnya terkait pelaksanaan pembangunan pastinya tidak terlepas dari 
cara atau upaya meningkatkan kesejahteraan pihak masyarakat, hal tersebut 
yang berkaitan dengan kondisi ekonomi serta kemakmuran dari pihak 
 
masyarakat. Kemudian hal tersebut dapat terlihat dari tingkat ekonomi pihak 
masyarakat, maka dalam hal pertumbuhan serta perkembangan pada tingkat 
kecamatan dapat perpengaruh signifikan pada pertumbuhan serta 
perkembangan beberapa desa sekitar (Anonymous, 2017). 
Desa Blayu  yakni secara struktural adalah bagian integral yang tidak bisa 
dipisahkan dengan sistem perwilayahan pada Kecamatan Wajak, secara 
geografis Desa Blayu terletak pada wilayah Timur jalur alternatif transportasi 
Timur, yang memiliki potensi yang dianggap cukup strategis yakni dengan luas 
wilayah 378Ha dan terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun, seperti: pada Dusun Krajan, 
pada Dusun Pijetan, dan pada Dusun Sumbersuko dengan perbatasan  wilayah  
(Anonymous, 2017) sebagai berikut : 
Utara  : Desa Wajak 
Barat  : Desa Sukolilo 
Selatan  : Desa Codo  
Timur  : Desa Patokpicis 
Desa Blayu Kecamatan Wajak yakni merupakan daerah otonom desa 
dengan jumlah penduduk 7.378 jiwa yang terdiri dari 3.718 jiwa penduduk kaum 
laki-laki serta 3.660 jiwa penduduk dengan jenis kelamin kaum perempuan. 
Kemudian potensi dari Desa Blayu dianggap cukup besar, hal tersebut baik 
potensi yang sudah dimanfaatkan atau yang belum dimanfaatkan secara 
maksimal. Dari potensi yang dianggap ada atau baik sumber daya alam serta 
sumber daya manuasianya pentingnya pengembangan terkait kemakmuran 




3. Aspek Sosial Budaya 
Pada aspek kondisi sosial dan budaya masyarakat dapat dilihat masih 
rendahnya kualitas dari sebagian SDM pihak masyarakat di Desa Blayu, dan hal 
tersebut cenderung adanya kekuatan budaya paternalistik. Akan tetapi menyikapi 
hal itu, pola budaya seperti ini sebenarnya dapat dikembangkan menjadi salah 
satu kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Terlepas hal 
tersebut dari pihak masyarakat di Desa Blayu yang dianggap cenderung memiliki 
sifat yang ekspresif, kemududian agamis serta terbuka yang dapat dimanfaatkan 
menjadi pendorong kebiasaan dalam transparansi dari setiap penyelenggaraan 
pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan.  
Sedangkan dari adanya masalah terkait kemiskinan, masalah ketenaga 
kerjaan dan masalah perburuhan menyangkut pendapatan, menyangkut status 
pemanfaatan lahan pada fasilitas. Hal tersebut sebenarnya menunjukan bahwa 
masih adanya kelemahan atau kekurangan pemahaman dari pihak masyarakat 
terhadap hukum yang berlaku pada saat ini. Kemudian kondisi tersebut 
sebenarnya menjadi pemicu dalam tumbuhnya benih pada kecemburuan sosial 
serta persoalan sengketa yang berkelanjutan, dan jika tidak hal ini tidak segeran 
















Gambar 4.3. Struktur Organisasi Desa Blayu 
Sumber : Dokumen Desa Blayu 2017 
 
 













Gambar 4.4. Peta Wilayah Desa Blayu 
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4.1.5. Gambaran Umum Informan Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti memilih informan berdasarkan tahapan-
tahapan yang sudah disusun seperti halnya tahapan teknik snowbolling 
sampling, berdasarkan teknik tersebut peneliti tidak bisa menentukan jumlah 
informan akan tetapi berdasarkan tingkat informasi yang peneliti peroleh.  
Sedangkan dalam penelitian ini informan yang dimaksud dibedakan menjadi tiga 
macam, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. 
Selanjutnya karakteristik informan dipilah berdasarkan pada pekerjaan dan jenis 
informan, dan status pada pelaksanaan musrenbangdes. Hasil dalam penelitian 
ini pertama di desa Patokpicis terdapat 10 orang atau informan yang telah 
peneliti dapat selama berada di lokasi penelitian yakni di desa Patokpicis, yang 
termasuk kategori pertama adalah  informan kunci ada 1 orang, kedua ada 5 
orang yang termasuk kategori informan utama, ketiga ada 4 orang yang 
termasuk kategori informan pendukung. Adapun panduan dan transkip 
wawancara kepada informan, lihat lampiran 3 dan 4. Sedangkan karakteristik 
Informan Desa Patokpicis sebagaimana dilihat dalam tabel 4.2., yakni sebagai 
berikut:  
 











Panitia / Peserta 
Musrenbangdes 
2. Bapak Washul 
Huda 




Panitia / Peserta 
Musrenbangdes 
3. Ibu Aniatus 
Sa’diyah 




Panitia / Peserta 
Musrenbangdes 
 
4. Ibu Etik Nasiful 
Imamah  
Perangkat Desa / 








No. Nama Pekerjaan / Jenis Status 
 
Jabatan Informan 
5. Ibu Aris 
Novianti  




Panitia / Peserta 
Musrenbangdes 
6. Ibu Sholihah  Ibu Rumah 


















9. Ibu Melia 
Kartika Dewi 















Berikutnya hasil penelitian di desa Blayu terdapat 11 orang atau informan 
yang telah peneliti dapat selama berada di lokasi penelitian yakni di desa 
Patokpicis, yang termasuk kategori pertama adalah  informan kunci ada 1 orang, 
kedua ada 4 orang yang termasuk kategori informan utama, ketiga ada 6 orang 
yang termasuk kategori informan pendukung. Adapun panduan dan transkip 
wawancara kepada informan, lihat lampiran 3 dan 4.  Pada tabel 4.2. bisa dilihat 
bahwa berisikan karakteristik informan penelitian meliputi berbagai jenis kelamin, 
umur dan status yang berada pada lokasi penelitian. Adapun karakteristik 
Informan Desa Blayu sebagaimana dilihat dalam tabel 4.3. yakni:  















Panitia / Peserta 
Musrenbangdes 
 






Panitia / Peserta 
Musrenbangdes 























5. Ibu Nurhayati 
Agustin  






6. Bapak Ajis Wiraswasta  Informan 
pendukung 
Panitia / Peserta 
Musrenbangdes 
7. Bapak Sulis  Wiraswasta Informan 
pendukung 
Panitia / Peserta 
Musrenbangdes 
8. Bapak H. 
Sholeh 



























4.2. Pembahasan  
4.2.1. Posisi Keterlibatan Perempuan  
Pembahasan pertama peneliti membahas tentang posisi keterlibatan 
perempuan, adapun yang dimaksud adalah mengungkap dan menganalisis 
bagaimana perempuan diposisikan maupun ditempat dalam bidang apa saja 
yang mencakup pada saat musrenbangdes di desa Blayu dan Patokpicis. Dalam 
pembahasan ini terdapat penambahan bagaimana posisi perempuan dilingkup 
perangkat desa atau pemerintahan desa, hal tersebut sebagai penunjang 
keterlibatan perempuan diranah publik, apakah ketika pihak perempuan sudah 
memposisikan dirinya sebagai perangkat desa dan kemudian apa memberi 
pengaruh kepada perempuan lainnya untuk aktif diranah publik, seperti halnya 
musrenbangdes. Musrenbangdes sendiri  sebagai ajang keterlibatan masyarakat 
dalam perencanaan pembangunan partisipatif, dalam hal ini peneliti 
menfokuskan risetnya terhadap pihak perempuan. 
Kemudian berdasarkan dari beberapa upaya pemerintah dalam rangka 
meningkatkan keterlibatan masyarakat terutama dari kalangan perempuan salah 
 
satunya pada musrenbangdes dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 
pedesaan. Berikutnya  dalam penelitian ini keterlibatan perempuan dalam 
musrenbangdes yang diaktualisasikan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai 
berikut.  
4.2.1.1. Posisi Perempuan dilingkup Perangkat Desa 
Kaum perempuan dan desa menjadi dua persoalan yang belum bisa 
terpisahkan, pada saat ini pemerintah desa sebagai salah satu unit 
pemerintahan, kemudian otonomi daerah yang menjadi bentuk dari 
desentralisasi yang sudah dianggap mampu memberikan perkembangan yang 
baik dan memberikan penguatan pada posisi pemerintah daerah, salah satunya 
seperi dalam ranah birokrasi atau pemerintahan desa, akan tetapi pada saat ini 
pemberian posisi tersebut belum dianggap menyeluruh terutama di daerah 
pedesaan.   
Hal tersebut terjadi pada persoalan pembangunan desa yang bagaimana 
pemberian posisi perempuan untuk terlibat masih sangat rendah, seperti halnya 
di desa Blayu dan Patokpicis yang menjadi penelitian pada saat ini, berikut hasil 
wawancara dengan Ibu Hanifah yang menjelaskan posisi perempuan dilingkup 
perangkat desa yakni:  
“...Kalau di desa Blayu memang sudah ada perangkat desa 
yang,,, ini baru yah,,, jadi,,, sebenarnya enggak harus posisi 
di,,, di administrasi kalau bisa, kalau,,, karena yang selama ini 
kan perangkat desa itu mesti,,, laki-laki, kalau untuk selanjutnya 
mungkin bisa diperjuangkan, perangkat desa dari perempuan... 
Sebenarnya, harusnya ya,,, gender,,, kesamaan gender ya 
harus,,, harus seimbang, tapi kan selama ini kan,,, memang 
perempuan kayaknya untuk maju ke bagian perangkat desa itu 
kanyaknya,,, ya masih sulit lah Pak,,, gitu...”. 
 
Berdasarkan temuan hasil wawancara tersebut, bisa dilihat bahwa posisi 
perempuan dilingkup perangkat desa masih hanya pada bidang administrasi dan 
 
hal tersebut yang selama ini masih didominasi oleh kaum laki-laki. Keterlibatan 
perempuan memang masih harus diperjuangkan kembali, Karena posisinya pula 
yang masih sangat rendah diranah pemerintah desa. Berikut hasil wawancara 
dengan Ibu Yanik yang mempunyai kesamaan pendapat dengan data 
wawancara tersebut di atas, yakni sebagai berikut: 
 “...aktif, kalau di desa, kalau di desa memang saya aktif, saya 
perannya sebagai ketua, ketua kadernya... kalau ketua PKKnya 
kan isterinya kepala desa, kalau saya kadernya, ketua 
kadernya iya... Maksudnya,,, ada perempuan yang menjadi 
perangkat desa... Iya sudah ada, iya,,, kalau perempuan 
bisanya ditaruh di kaur keuangan, kebanyakan dikaur 
keuangan kalau perempuan... Iya masih sedikit, kebanyakan 
kalau ada perangkat 10, yang perempuannya baru 1 atau 2 
gitu...cuman berapa persen gitu,,, 25,,, 25% iya,,, iya,,, kalau 
menurut saya sih, ya adil saja, perempuan kan kodratnya kan 
dibawah laki-laki,,, hehehehe,,, murko lek jenenge anu Mas,,, 
kan gitu kodratnya perempuan,,,”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, bisa dilihat bahwa 
keterlibatan perempuan pada pemerintahan desa menjadi pendamping suami 
yang menjadi perangkat desa tersebut. Kemudian posisi dan tingkat 
keterlibatanya pula masih sangat rendah, bisa diketahui seperti di desa Blayu 
tersebut masih hanya satu perempuan yang berada posisi kaur keuangan. Posisi  
perempuan untuk bergerak lebih bebas masih banyak batasan seperti halnya 
kodrat perempuan yang masih dibawah laki-laki, yang mengakibatkan posisi 
perempuan ditentukan oleh pihak laki-laki. Berikutnya tingkat kehadiran 
perempuan untuk menjadi perangkat desa masih sangat terbatas, hal ini bisa 
diketahui terutama di desa Blayu perempuan hanya ada satu orang ketika 
dipahami dalam aspek kesetaraan gender dan pemerintahaan hal tersebut bisa 
dianggap belum memenuhi standar minimal dalam kuota 30% bagi pihak 
perempuan. Kemudian dari tanggapan infroman tersebut, sebagian perempuan 
 
memang megakui kodratnya dibawah kaum laki-laki. Berikut hasil wawancara 
dengan Ibu Mila yang mempunyai kesamaan pendapat dengan data wawancara 
tersebut di atas, yakni sebagai berikut: 
 “Iya,,, iya,,, benar, kalau hak desa otoritas dari kepala desa,,, 
kalau menurut saya itu, sejak dulu itu memang, kalau di 
Musrenbang itu saya pernah usul kenapa perangkat desa itu 
kok hanya di desa Blayu aja yang belum ada perempuan, saya 
pernah usul seperti itu,,, terus katanya mau ada perempuan 
perangkat desa, nyatanya sampai sekarang waktu ada 
perangkat desa masuk juga belum ada keterbukaan, enggak 
transparan, ada orang seperti itu... Maksudnya,,, yo memang 
perempuan itu wis,,, opo yo,,, hehehe,,, perempuan ngunu iku 
wis,,, seperti orang terbelakang, seperti itu...”. 
 
Berdasarkan temuan hasil wawancara tersebut, keterlibatan perempuan 
dan laki-laki dilingkup perangkat desa menjadi suatu otoritas kepala desa yang 
sedang memimpin. Sebenarnya hal tersebut harus tetap adanya keterbukaan 
bagi kepala desa untuk memilih dan menerima kelompok maupun perseorangan 
yang menjadi perangkat desa, dan tidak terlepas dari aspek gender, perangkat 
desa sebenarnya harus melibatkan pihak perempuan yang setidaknya 30%. 
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ajis yang mempunyai kesamaan 
pendapat dengan data wawancara tersebut di atas, yakni sebagai berikut: 
 “Saya kira kalau masalah kedudukannya seimbang, juga apa 
itu,,, termasuk a,,, apa yah,,, belum, kalau masalah posisi 
memang banyakan laki-laki, tapi kalau masalah untuk apa yah, 
itu namanya,,, usulan-usulan apa itu,,, sama aja, sama,,, kalau 
jumlahnya memang-memang,,, kebanyakan laki-laki,,, 
memangnya dari sejak dulu memang perangkat perempuan 
mungkin cuman ada dua,,, kalau laki-lakinya banyak, kurang 
tau yah masalah,,, hehehe,,, kok segitu aja perempuannya 
yang di kantor gitu...”. 
 
Berdasarkan temuan hasil wawancara tersebut, terdapat kesamaan 
informasi dengan data wawancara sebelumnya bahwa pada saat ini posisi di 
pemerintah desa masih didominasi oleh pihak laki-laki. Kemudian ruang gerak 
 
perempuan terutama di desa Blayu pada saat ini masih sangat terbatas yaitu 
hanya berkiprah dikantor desa, perempuan yang terlibat belum bisa leluasa 
seperti halnya perangkat desa dari pihak laki-laki yang bisa bergerak di luar 
kantor untuk keperluan desa. Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Sholihah 
yang mempunyai kesamaan pendapat dengan data wawancara tersebut di atas, 
yakni sebagai berikut: 
“Setau saya kalau posisi perempuan diperangkat desa itu 
dibagian kaur keuanganan ya,,, iya itu,,, Ibu Diyah dan Mbak 
Aris,,, iya,,, kalau untuk laki-laki bisa dibagian apa saja Mas, 
wong Kadesnya kan laki-laki…”. 
 
Berdasarkan temuan hasil wawancara tersebut terdapat kesamaan 
pendapat dengan hasil wawancara sebelumnya, posisi perempuan di desa 
Patokpicis memang masih berkiprah dalam hal administrasi maupun keuangan, 
hal tersebut memang tidak terlepas dari otoritas kepala desa yang sedang 
memimpin. Kemudian keseluruhan wawancara tersebut di atas, bisa dilihat 
bahwa keterlibatan perempuan dilingkup perangkat desa memang masih perlu 
diperjuangkan kembali. Rendahnya keterlibatan perempuan terutama pada 
posisinya yang terbelakang dalam lingkup perangkat desa seperti perempuan 
yang hanya bisa bergerak dalam ranah administrasi saja, berbeda dengan pihak 
laki-laki yang cenderung lebih leluasa dalam berkerja. Pihak perempuan 
terutama di pedesaan seharusnya sudah punya kehendak bebas untuk berkuasa 
atas diri dan pikirannya selagi tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang 
berlaku, kemudian pihak perempuan harus memiliki posisi maupun ruang dalam 
lembaga-lembaga desa yang ada, tentunya hal itu bukan menjadi persoalan 
yang mudah. 
 
Keterlibatan atau partisipasi dari kaum perempuan yakni yang termasuk 
dalam dalam struktur kekuasaan formal, hal tersebut belum tentu 
mengindikasikan tentang adanya keadilan serta kesetaraan gender. Akan tetapi 
harus ditinjau berdasarkan pada beberapa produk kebijakan maupun pada 
keputusan yang mengandung tentang perspektif gender (Noveta, 2012, hal. 13). 
Berdasarkan pemaparan tersebut, berikut hasil wawancara yang dengan Bapak 
H. Sholih yang menjelaskan bagaimana kesetaraan dan kesetaraan gender yang 
dihubungkan dengan tugas maupun posisi perempuan dan laki-laki terutama di 
desa Blayu: 
 “Karena ya,,, ehem,,, ya budaya Indonesia itu begitu, terus lagi 
ya sesuai dengan,,, ya agama juga kan, yang perempuan 
cuman sebagai pembantu gitu a,,,  pembantu yang dimaksud 
itu, untuk menjaga di rumah itu...Ya memang tuntutan 
sekarang...Tugasnya ya,,, masih banyak laki-laki nya, 
perempuannya masih sedikit, ya karena,,, anu, laki-laki masih 
di administrasi, masih dalam tahap,,, wong perangkat desane 
sajakan sejak dulu ini kan, enggak ada, barusan ini...”. 
 
Berdasarkan temuan hasil wawancara tersebut, masih kentalnya 
perspektif budaya patriarki dan pemahaman dalam aspek agama yang belum 
sesuai, pada jaman yang sudah modern ini perempuan masih saja dianggap 
sebagai pembantu bagi pihak laki-laki. Sedangkan keterbukaan perempuan 
dalam struktur formal yang berbasis gender sudah sangat membuka peluang 
perempuan untuk memasuki ranah publik, akan tetapi di desa tersebut kalangan 
perempuan masih sangat minim untuk bisa berkarir lebih jauh, dan hal tersebut 
bisa dilihat dengan sedikitnya perempuan yang menjadi pamong desa atau 
perangkat desa. 
Istilah kesetaraan gender dalam hal ini yang diartikan secara berbeda, 
dan harus mengacu pada konteks kesetaraan. Dari beberapa budaya yang ada 
 
disuatu masyarakat, hal ini dapat mengambil arah yang berbeda dalam cara atau 
upaya untuk menggapai kesetaraan gender. Kemudian pada persoalan 
kesetaraan gender yakni secara implisit dapat berarti suatu kebebasan bagi 
kaum perempuan dan kaum laki-laki, hal tersebut berguna dalam memilih tugas 
serta posisinya maupun kepada beberapa dampak yang berbeda, akan tetapi 
lebih mengacu kepada beberapa pilihan dan tujuan setiap individu (Noveta, 
2012, hal. 18). Berdasarkan pemaparan tersebut, berikut hasil wawancara yang 
dengan Ibu Musrifah yang menjelaskan tugas maupun posisi dan bagaimana 
kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk memilih kebebasan terutama di desa 
Patokpicis, yakni sebagai berikut: 
“Menurut saya,,, iya,,, seandainya perempuan dilibatkan 
menjadi pemimpin rapat,,, ya bisa,,, cuman saya sendiri tidak 
tau,,, kenapa seorang laki-laki lebih sering terlibat,,, seorang 
perempuan kadang-kadang konsumsilah,,, terus, ya masalah 
gitu-gitu,,, mungkin, enggak tau kenapa... Iya... Kaur keuangan 
juga Mas,,, iya itu... Mbak Diyah dan Mbak Aris,,, mungkin... 
iya,,, otoritas kepala desa,,, iya mungkin,,, iya juga, kepala 
desanya kan masih saudaranya... iya mungkin,,, agar yang lain 
bisa diajak untuk membantu di desa”. 
 
Berdasarkan temuan hasil wawancara tersebut, keterlibatan perempuan 
masih sangat terbelakang seperti halnya posisi perempuan yang hanya 
menempati bidang kaur keuangan, dan kehadiran perempuan tersebut masih 
bersifat membantu. Akan tetapi kebebasan perempuan dalam menentukan 
posisinya tidak terlepas dari otoritas kepala desa yang sangat berpengaruh. 
Berdasarkan keseluruhan hasil observasi dan wawancara tersebut di atas, 
bahwa keterlibatan perempuan dilingkup pemerintah desa masih sangat rendah, 
hal tersebut bisa dilihat dari posisi perempuan dibagian kaur keuangan 
pemerintah desa. Seperti halnya di desa Blayu yang masih baru satu perempuan 
yang menjadi pemerintah desa menjadi perangkat desa, hal tersebut ketika 
 
dibandingkan dengan personil laki-laki masih belum seimbang. 
Ketidakseimbangan dari kuota perempuan tersebut, berbeda dengan desa 
Patokpicis yang terdapat tiga perempuan yang sudah menjadi perangkat desa 
dan kepala desa selaku dari pihak laki-laki yang menjadi penentu keterlibatan 
perempuan dipembangunan desa, hal tersebut ditandai dari budaya setempat 
seperti halnya desa Patokpicis yang cukup lebih banyak personil perempuan 
ketimbang desa Blayu yang kemudian timbul perbedaan antusias perempuan 
dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif.  
 
4.2.1.2. Posisi Perempuan dilingkup Musrenbangdes 
1. Posisi Perempuan dan Stakeholders Musrenbangdes 
Berdasarkan rendahnya tingkat kehadiran perempuan dilingkup 
perangkat desa dalam hal ini tidak sedikit informan yang berbicara ada pengaruh 
dari hal tersebut pada pelaksanaan musrenbangdes, posisi keterlibatan 
perempuan dalam musrenbangdes sering kali hanya diwakili pihak perangkat 
desa beserta isteri-isterinya yang mendampingi dalam menjalankan 
pemerintahan desa. Hal tersebut akan mengakibatkan tingkat kehadiran peserta 
musrenbangdes lebih banyak dihadiri pihak-pihak kepentingan desa. Dalam 
pelaksanaan musrenbang memang terdapat lemahnya pemahaman masyarakat 
akan manfaat dari forum tersebut dan kurangnya tingkat kehadiran dari seluruh 
kelompok masyrakat yang menyebabkan musrenbang hanya didominasi oleh 
orang-orang tertentu saja. Pada musrenbang desa tidak semua Musrenbang 
berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa desa yang stakeholdernya 
kurang berpartisipasi dalam musrenbang sehingga beberapa desa tersebut 
kurang memaksimalkan adanya musrenbang di desa tersebut. 
 
Berdasarkan keikutsertaan peneliti pada musrenbangdes di desa Blayu 
dan Patokpicis, bahwa musrenbang memang tidak luput selalu dihadiri oleh 
pemangku kepentingan seperti halnya  Kepala Desa, Camat,  kemudian 
melibatkan masyarakat, kaum perempuan, BPD, LPM maupun Tokoh 
masyarakat lainnya.  Seperti dalam gambar berikut ketika acara musrenbangdes 
berjalan memang realitasnya lebih memprioritaskan pemangku-pemangku 





















Gambar 4.5. Pemangku Kepentingan Desa Patokpicis dan 




Berdasarkan gambar tersebut kelompok-kelompok pemangku 
kepentingan yang sering kali lebih mendominasi dalam penyelenggaraan 
musrenbangdes, perencanaan partisipatif seharusnya melibatkan masyarakat 
secara utuh dari awal rapat-rapat hingga menjelang pelaksanaan. Akan tetapi hal 
tersebut sering kali lebih memprioritaskan otoritas kepala desa yang sedang 
memimpin. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut hasil wawancara dengan 
 
Ibu Hanifah yang menyampaikan bagaimana pemangku kepentingan melibatkan 
perempuan pada musrenbangdes, yakni sebagi berikut: 
“Ini yang,,, kalau selama ini,,, iya selama ini cuman Ibu Kepala 
Desa, ibu Sekertaris Desa, terus ibu Kader hanya berapa 
orang, kemudian Saya sendiri, yang lainnya mungkin perlu 
dilibatkan, karena ya,,, apa ya Pak,,, perlu tahu gituloh,,, 
karenakan selama ini kan ya,,, orang itu-itu aja...”. 
 
Berikut hasil wawancara Bersama Ibu Risa Fardiana yang berpendapat 
sama dengan wawancara sebelumnya yakni: 
“Kalau perempuan para isteri-isteri perangkat desa memang 
selalu membantu Mas, iya kalau ada... ada acara didesa pasti 
ikut hadir…”. 
 
Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut, keterlibatan perempuan 
dalam musrenbangdes sering kali lebih memprioritaskan isteri-isteri perangkat 
desa, sedangkan dari kalangan perempuan dan masyarakat umum kurang 
adanya keterlibatan untuk memposisikan dirinya menjadi panitia atau pelaksana 
musrenbangdes. Sebenarnya persoalan tersebut menjadi suatu masalah bagi 
perencanaan partisipatif, dari konsepnya sendiri yang harus memprioritaskan 
keterbukaan untuk masyarakat agar berperanserta, akan tetapi dalam 
menjalankan pemerintahan sebagian perangkat desa kurang memperhatikan 
perempuan lainnya dari kalangan masyarakat untuk bisa aktif di pemerintahan 
maupun dimusrenbangdes. 
Musrenbangdes ketika pada pelaksanannya hanya melibatkan pemangku 
kepentingan (stakeholders) saja, hal ini sebenarnya sudah bertentangan dengan 
perencanaan pembangunan partisipatif yang harus melibatkan masyarakat 
seperti, kaum perempuan, rumah tangga miskin perangkat desa, BPD, LPM dan 
Tokoh masyarakat lainnya. Hal tersebut guna menyampaikan kebutuhan 
 
masyarakat agar masuk pada hasil usulan program musrenbangdes. Partisipasi 
masyarakat terutama pada perempuan dalam pembangunan desa sedikit sekali 
tingkat kehadirannya, dikarenakan masyarakat hanya sebagai penikmat sesaat 
dan partisipasi lebih banyak dikuasai oleh elit-elit tertentu. Berbeda halnya 
dengan pembangunan partisipatif, masyarakat dilibatnya secara utuh sehingga 
mereka merasa puas karena proses pelibatan sepenuhnya sebagai pelaku 
pembangunan, dan pada akhirnya akan terciptanya rasa memiliki dari 
massyarakat terhadap pembangunan tersebut. 
 
2. Posisi Perempuan dalam Administrasi 
Keterlibatan perempuan pada musrenbangdes seringkali tidak terlepas 
dalam ranah administrasi pada saat acara yang berlangsung, kemudian hal 
tersebut tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi dari berbagai kalangan, 
seperti dari perangkat desa maupun masyarakat secara umum. Berikut apa yang 
disampaikan oleh Ibu Diyah dalam hasil wawancara yakni: 
“Kalau untuk Musrenbangdes, saya berbicara mulai 2009, 
semenjak menjadi perangkat desa,,, tapi kesadarannya saja, 
kita menyebarkan untuk... sama kalau disini Mas,  sama aja 
wis, tergantung apa,,, waktu kita perencanaan tuh, apa,,, 
Tupoksinya, pemberian tugas pokok dan fungsinya...”. 
 
Berikut hasil wawancara Bersama Ibu Risa Fardiana yang menjelaskan 
kembali tentang posisi perempuan dalam musrenbangde yakni: 
“Ya kenapa diposisikan penerima tamu yah,,, ya 
perempuankan,,, perempuan lebih rapi biasane,,, iya lebih rapi 
penampilannya,,, Musren tahun ini sama sebelumnya memang 
perempuan selalu menjadi penerima tamu Mas…”. 
 
Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut, bisa dilihat bahwa 
keterlibatan perempuan maupun laki-laki tidak terlepas dari tugas pokok dan 
 
fungsi dari kepanitiaan musrenbangdes maupun dibirokrasi pemerintah desa. 
Muncul persoalan ketika posisi perempuan diidentikan terbelakang seperti halnya 
posisi dibawah laki-laki bahwa perempuan hanya cukup dalam bidang 
administrasi. Hal tersebut terlihat sudah menjadi budaya daerah setempat bahwa 
pihak perempuan cenderung lebih diposisikan secara sistematis dibelakang 
pihak laki-laki, berbicara kesetaraan gender seharusnya pihak perempuan bisa 
menentukkan posisinya yang setara dengan pihak laki-laki. Berdasarkan 















Gambar 4.6. Perempuan sebagai Penerima Tamu pada saat 




Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa dari kalangan perempuan 
sudah memposisikan dirinya pada bidang administrasi atau penerima tamu pada 
saat acara berlangsung. Hal tersebut disampaikan kembali oleh Ibu Aris yang 
 
menjelaskan bagaimana posisi perempuan pada saat Musrenbangdes di desa 
Patokpicis, yakni sebagai berikut: 
 “Iya yang menyelenggarakan Musrenbangdes disini kan dari 
pihak desa, jadi,,, a,,, perangkat desa yang perempuan juga 
ikut membantu, misalnya dalam hal konsumsi, dalam hal,,, a,,, 
apa, kayak administrasi, apa,,, daftar hadir dan sebagainya, 
itu... Kalau konsumsi atau administrasi, diawal jadi apa,,, kayak 
kegiatan sebelum acara dimulai, ya,,, perempuan yang 
notabene perangkat desa atau panitia itu juga ikut rapat, 
misalnya jadi notulen, atau jadi yang mengemukakan pendapat 
atau sebagainya, seperti itu...”. 
 
Berdasarkan temuan hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa tugas 
atau posisi perempuan dalam kepanitiaan musrenbangdes di desa Patokpicis 
diposisikan pada bidang administrasi, hal tersebut dikarenakan perempuan 
dianggap lebih teliti ketimbang laki-laki. Selain itu juga keterlibatan perempuan 
tidak lepas dari peran perangkat desa, yang mempunyai wewenang dan 
kebijakan tersendiri untuk menentukan personil perangkat desa lainnya maupun 
pada personil kepanitiaan musrenbangdes. Berdasarkan hal tersebut 
disampaikan kembali oleh Bapak Washul Huda, dengan hasil wawancara 
sebagai berikut: 
 “Iya, iya,,, karena di dalam perangkat desa itu perempuannya 
sangat terbatas,,, jadi maksimal di desa Patokpicis ada tiga 
personil,,, kalau yang dulu,,, cuman satu perssonil,,, iya Bu 
Diyah aja,,, yang dua masih baru, makanya masih dalam tahap 
belajar, kalau diberi mandat,,, dipasrahi 100% untuk kegiatan 
dalam panitia Musrenbangdes masih belum berani,,, jadi itu 
kebanyakan bantu-bantu dari belakang, tapi kalau suda selesai 
Musrenbangdes, diberi tugas untuk administrasi selalu siap... 
yang tahu lebih dulu, itu perempuan,,, yang telaten, jadi,,, ada 
satu masalah langsung cepat diketahui, suara itu,,, langsung 
siapa,,, itu yang perempuan,,, kalau yang laki-laki masih ada 
kabar, masih direndam, menunggu rapat...”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bisa dilihat bahwa pihak 
perempuan cenderung lebih siap dan lebih teliti dalam mengurusi bidang 
 
administrasi. Kemudian dari kelima wawancara tersebut di atas dan hasil 
observasi partisipatif oleh peneliti bisa dipahami bahwa perempuan dalam 
kegiatan-kegiatan yang berlangsung sering kali identik diposisikan dan 
memposisikan dirinya dalam mengurusi bagian administrasi. Hal tersebut sering 
terjadi karena perempuan dianggap lebih paham tentang konsep-konsep 
administrasi seperti pemerintahan desa perempuan identik dengan kaur 
keuangan maupun panitia-panitia musrenbangdes perempuan lebih bisa 
berpenampilan menarik dalam penerima tamu. 
 
3. Posisi Perempuan dalam Bidang Konsumsi 
Keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan sering kali diidentikkan 
dengan persoalan komsumsi, sama halnya dengan hasil observasi peneliti 
melihat hal tersebut sebagai yang yang lumrah terjadi diberbagai kalangan 
perempuan. Pihak perempuanpun dianggap lebih paham dalam menyiapkan 
kebutuhan acara-acara seperti halnya dalam acara musrenbangdes. Dari 
pemaparan tersebut, berikut hasil wawancara yang dengan Ibu Hanifah di desa 
Blayu yang menjelaskan tugas pihak perempuan pada saat acara 
musrenbangdes berlangsung, yakni sebagai berikut: 
 “Iya mesti,,, yang Bu Kepala Desanya yang,,, Iya sama Bu  
Sekdes, iya konsumsi, kemudian yang,,, iya konsumsi aja pak, 
yang kemaren itu,,, iya ikut, ikut yang seperti Sekdes itu aktif, 
Alhamdulillah...”. 
 
Berikut hasil wawancara Bersama Ibu Risa yang menjelaskan posisi 
perempuan sebagai penerima tamu dan bidang konsumsi yakni: 
“Selain penerima tamu,,, iya selain itu kemaren mengurusi bagian 
konsumsi sama penerima tamu iku satu paketlah,,, iya sekalian 
perempuan sering diberi tugas dari panitia seperti itu…”. 
 
 
Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut pihak perempuan diberikan 
tugas untuk mengurusi konsumsi untuk acara musrenbangdes, hal tersebut tidak 
terlepas dari keaktifan salah perempuan selaku isteri perangkat desa. 
Sebenarnya kalau dihubungkan dengan keterlibatan secara utuh, pihak 
perempuan seharusnya bisa terlibat dalam segala bidang tanpa terkecuali sesuai 
potensi dari kalangan perempuan yang ada didesa tersebut, tetapi realitasnya 
pada lokasi penelitian hanya sebagian kecil perempuan yang berkecimpung aktif 
diranah publik terutama pada pemerintahan desa maupun musrenbangdes. 
 
4. Posisi Perempuan sebagai Pelengkap Kegiatan 
Berdasarkan kurangnya kehadiran perempuan sering kali dalam proses 
perencanaan pembangunan partisipatif pada musrenbangdes dari pihak 
perempuan dianggap sebagai pelengkap bagi pihak laki-laki yang mendominasi 
dilingkup perangkat desa maupun pada saat musrenbang, hal tersebut peneliti 
melihatnya sesuai dengan hasil observasi selama didua lokasi penelitian, pihak 
perempuan masih kurangnya personil untuk bisa maksimal terlibat pada 
pembangunan desa. Pemaparan tersebut disampaikan juga oleh informan 
penelitian, bersama ibu Mila yang menjelaskan bagaimana personil dari pihak 
perempuan dilokasi penelitian, dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“...mungkin karena kita kurang suara itu, kurang personil, jadi 
kan semuanya didominasi laki-laki, jadi perempuan sebagai 
pelengkap...”. 
Berikut hasil wawancara Bersama Ibu Risa yang menjelaskan posisi 
perempuan pada musrenbangdes, yakni: 
“Kalau posisi perempuan memang sering membantu laki-laki 
seperti orang tua saya sendiri Mas,,, iku sering membantu ayah 
saya Mas,,, apa,,, pelengkap,,, kalau dikatakan pelengkap 
memang tepat untuk membantu laki-laki dalam setiap kegiatan 
desa”. 
 
Berdasarkan kedua temuan hasil wawancara tersebut memang bisa 
dilihat dari proses musrenbangdes bahwa pihak perempuan yang terlibat masih 
sangat sedikit, kemudian dengan adanya dominasi dari pihak laki-laki juga yang 
mengakibatkan pihak perempuan dianggap sebagai pelengkap. Hal tersebut 
sebenarnya bertentangan dengan istilah kesetaraan gender maupun pada 
gender dan pembangunan, dalam pembahasan gender yakni antara kaum laki-
laki dengan kaum perempuan yang mempunyai kesetaraan peran maupun 
posisinya yang sama sesuai dengan koridor dari nilai dan norma. 
Pembahasan mengenai mengenai posisi keterlibatan perempuan dalam 
musrenbangdes dilihat dari posisi keterlibatan perempuan dilingkup perangkat 
desa dan posisi keterlibatan perempuan dilingkup musrenbangdes yang 
mengangkat pembahasan dari temuan hasil penelitian diantaranya 1) posisi 
perempuan dan kelompok pemangku kepentingan, 2) posisi perempuan dalam 
administrasi, 3) posisi perempuan dalam bidang konsumsi, dan 4) posisi 
perempuan sebaagai pelengkap. Hasil pembahasan dan temuan penelitian 
tersbut yang dilakukan di desa Blayu dan Patokpicis seperti yang disampaikan 
sebelumnya, terdapat perbedaan dan kesamaan dengan penelitian terdahulu 
sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Ekawati pada tahun 2010.  
Menurut Sri Ekawati secara teoritis hasil penelitiannya yang mendukung 
pada teknik analisis gender, teknik tersebut digunakan dimana meningkatkan 
pada partisipasi atau keterlibatan kaum perempuan dalam Musrenbangkel pada 
tahun 2010.  Kemudian dari hasil penelitian yang menunjukkan yakni pada 
aktivitas kaum perempuan yang bisa dianggap cukup aktif dalam berperan serta 
pada Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010, kemudian keterwakilan dari kaum 
perempuan yakni sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen). Selanjutnya pada akses 
 
kaum perempuan yakni ditunjukkan berdasarkan adanya keterlibatan kaum 
perempuan didalam sidang komisi. Selanjutnya pada aspek kontrol dalam 
Musrenbang di kelurahan Joyosuran pada tahun 2010, masih dianggap bahwa 
kurang dimiliki oleh kaum perempuan,  dan menariknya terdapat adanya manfaat 
yang telah dirasakan oleh kaum perempuan yakni dalam menambah 
pengalaman. 
Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu tersebut, ketika dibandingkan 
pada hasil penelitian saat ini terdapat perbedaan dari tingkat kehadiran pihak 
perempuan yang memposisikan dirinya pada saat kegiatan berlangsung. Pada 
hasil penelitian ini pihak perempuan masih sangat kurang dilibatkan terutama 
pada lingkup perangkat desa, keterlibatan perempuan belum memenuhi kuota 
37% seperti apa yang disampaikan oleh Sri Ekawati dalam hasil penelitiannya. 
Dalam penelitian ini pihak perempuan terutama dilingkup perangkat desa baru 
satu orang yang dilibatkan untuk menjadi perangkat desa terutama di desa 
Blayu, kemudian dilokasi penelitian selanjutnya yakni di desa patokpicis baru 
melibatkan tiga orang dari pihak perempuan dari data tersebut sesuai apa yang 
disampaikan oleh informan penelitian di desa Patokpicis dan di desa Blayu. 
 
Keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa pada musrenbangdes 
merupakan salah satu program dari upaya pemerintah untuk mewujudkan asas 
perencanaan partisipatif ditingkat desa, dari beberapa upaya pemerintah guna 
melibatkan perempuan diantaranya pada lingkup perangkat desa dan 
perencanaan partisipatif lainnya atau pada musrenbangdes, dari hal tersebut 
secara teoritis merupakan pendekatan gender and development. Pendekatan 
tersebut merupakan upaya untuk mengatasi kesenjangan gender bahwa dengan 
 
memberikannya kesempatan kepada perempuan untuk bisa ikut serta pada 
program pembagunan desa, yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekitar. 
Melalui kebijakan yang mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan 
gender sebagaimana yang diusung oleh konsep GaD, maka setiap pelaksanaan 
program seperti musrenbangdes harus selalu mengunakan beberapa 
pertimbangan-pertimbangan keseimbangan posisi keterlibatan bagi laki-laki 
maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 
pemantauan dan evaluasi. Akan tetapi dalam hasil temuan penelitian 
menunjukkan bahwa belum seimbangnya posisi maupun kedudukan perempuan 
pada lingkup pemerintah desa maupun pada saat musrenbangdes, hal tersebut 
terjadi karena beberapa fakto yang dibahas pada pembahasan selanjutnya. 
Perempuan dapat menduduki posisi strategis dalam mengambil 
keputusan atau sebagai penentu kebijaksanaan dalam pembangunan desa. 
Kemudian rendahnya partisipasi perempuan dalam memperoleh kesempatan 
untuk mengisi posisi-posisi tertentu atau sebagai pengambil keputusan dalam 
pemerintahan dan organisasi-organisasi lainnya. Dalam hal ini dapat dilihat 
bahwa tingkat kehadiran perempuan pada pemerintah desa maupun pada saat 
musrenbangdes cenderung dibelakang pihak laki-laki, demikian pula dengan 
jumlah perempuan yang menduduki jabatan ataupun kepanitiaan tergolong 
masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. 
Berikutnya ketika dihubungkan dengan analisis gender Moser (1993), 
hasil pembahasan tersebut termasuk dalam analisis pola-pola yakni pada 
pembagian kerja dengan melalui curahan kerja yang termasuk pada profil 
kegiatan. Melalui analisis tersebut bisa dilihat dari bagaimana para stakeholders 
melibatkan pihak perempuan maupun kelompok perempuan lainnya meliputi 
 
organisasi perempuan, dalam upaya  penyadaran kesetaraan gender pada 
perencanaan pembangunan desa. Kemudian dari tujuan analisis ini peneliti akan 
melihat keadaan yang sebenarnya melalui analisis dengan teori yang digunakan, 
guna memastikan kebutuhan perempuan masuk pada proses perencanaan 
partisipatif tingkat pemerintahan desa dalam mewujudkan atau mensukseskan 
pprogram kesetaraan serta keadilan gender dalam ranah keluarga mapun 
masyarakat secara luas. 
Berdasarkan pemaparan tersebut ketika dihubungkan dengan hasil 
penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya pihak stakeholders atau 
pemangku kepentingan tingkat desa untuk melibatkan pihak perempuan pada 
lingkup perangkat desa maupun pada saat musrenbangdes, yakni dari sebagian 
perempuan dilibatkan dalam posisi administrasi, bidang konsumsi dan 
perempuan sebagai pelengkap pada perencanaan partisipatif. Posisi tersebut 
mengakibatkan lemahnya kekuatan pengambilan keputusan pada pihak 
perempuan, dalam hal ini ketika terus berkelanjutan akan membatasi hak dan 
kewajiban perempuan untuk berperan serta. 
Sehubungan dengan kurangnya keterlibatan perempuan tersebut, maka 
dalam hal ini perlunya ditingkatkan kembali partisipasi perempuan seperti 
ditambahnya perempuan dalam struktur perangkat desa maupun pada acara 
kepanitiaan-kepanitian seperti pada forum musrenbangdes. Seiring berjalannya 
kesadaran gender dan pembangunan maka akan menjadi sebuah keharusan 
bagi pihak perempuan untuk bisa optimal dalam pembangunan partisipatif. 
Dengan adanya keterlibatan perempuan yang memposisikan dirinya untuk ikut 
serta akan meningkatkan kapabilitas perempuan itu sendiri. 
 
 
4.2.2. Bentuk Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbangdes 
Pembahasan kedua peneliti akan membahas tentang bentuk keterlibatan  
perempuan dalam proses musrenbangdes, adapun yang dimaksud adalah 
mengungkap dan menganalisis bagaimana keterlibatan perempuan secara 
langsung maupun tidak langsung pada saat musrenbangdes di desa Blayu dan 
Patokpicis. 
persosalan bentuk keterlibatan perempuan secara langsung maupun tidak 
langsusng ada beberapa persoalan utama dalam perencanaan partisipatif yaikni 
seperti menumbuhkan kesadaran perempuan agar bisa terlibat aktif dalam 
musrenbangdes, ketika pihak perempuan mempunyai peranan strategis mereka 
bisa menyampaikan aspirasinya melalui forum tersebut. Masih banyaknya 
kepentingan terhadap perempuan yang harus diperjuangkan yang berkaitan 
dengan keperempuanan itu sendiri seperti pendidikan bagi perempuan, 
kesehatan, salain hal itu juga masih banyak lagi yang belum tersampaikan dalam 
forum musrenbang tingkat desa. Dalam pembahasan berikutnya penulis akan 
mengklasifikasikan bentuk keterlibatan yakni sebagai berikut. 
4.2.2.1. Keterlibatan Langsung 
Dalam pelaksanaannya perencanaan partisipatif pada musrenbangdes, 
memerlukan keterlibatan atau partisipasi perempuan secara langsung dengan 
menggunakan pendekatan bottom up. Pendekatan tersebut lebih menekankan 
atau menfokuskan tentang partisipasi atau keterlibatan dari pihak masyarakat 
secara aktif. Kemdudian pihak masyarakat ditempatkan atau diposisikan sebagai 
aktor dala arti subyek pembangunan, hal tersebut serta tidak sekedar menjadikan 
mereka yakni pihak masyarakat hanya sebagai penerima pasif pelayanan saja. 
Pada pembangunan masyarakat yang bersifat berkesinambungan yakni pada 
 
hakekatnya adalah suatu proses yang disengaja serta terarah, kemudian 
mengutamakan atau menfokuskan pendayagunaan dari potensi serta sumber 
daya setempat atau local, dan mengutamakan atau menfokuskan pada kreatifitas 
dan inisiatif, dan yang terpenting keterlibatan aktif dari pihak masyarakat 
(Suparjan, 2003, hal. 24). 
Berdasarkan hal itu, maka pihak masyarakat terutama pihak perempuan 
dalam konsep Geder and Development diharapkan dapat secara aktif 
berperanserta. Keterlibatan langsung perempuan pada musrenbangdes yang 
peneliti peroleh adalah keterlibatan pada saat forum perencanaa dan 
pelaksanaan program yang sudah berlangsung dari hasil usulan yang terealisasi 
pada saat musrenbangdes, adapun pembahasannya yakni sebagai berikut: 
1. Keterlibatan dalam Forum Perencanaan 
Keterlibatan perempuan pada saat forum perencanaan sangatlah penting 
Karena hal tersebut akan menentukan prioritas program desa dalam 
pembangunan apa akan memihak kepada program yang mendukung 
















Gambar 4.7. Penyampaian Usulan pada saat Musrenbangdes 
Desa Patokpicis 
 
Berdasarkan pada gambar tersebut terlihat adanya keterlibatan kaum 
perempuan pada saat forum musrenbangdes, kegiatan tersebut ketika proses 
penyampaian usulan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Sedangkan 
keterlibatan yang dilakukan oleh beberapa para aktivis kaum perempuan yakni 
pada hakekatnya ialah menjadi upaya untuk meningkatkan maupun dalam 
memberdayakan beberapa potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan. 
Kemudian secara umum keterlibatannya sebenarnya tidak hanya pada ranah 
politik, akan tetapi pada setiap bidang pada kehidupan kaum perempuan 
mempunyai hak serta kewajiban untuk berperanserta aktif (Noveta, 2012, hal. 
13). Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa keterelibatan perempuan pada 
saat ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menggali dan 
mengembangkan potensi diri diranah publik, terutama dipembangunan desa 
yang salah satunya program musrenbangdes yang sebagai wadah aspirasi 
masyarakat untuk mengembangkan desa sesuai kebutuhan masyarakat. 
Berdasarkan permaparan tersebut yang berkaitan dengan keterlibatan 
perempuan pada forum perencanaan, dalam hal ini disampaikan kembali oleh 
informan bersama Ibu Hanifah yang menjelaskan bagaimana perempuan 
mendapatkan hak-hak dan kewajibannya pada saat forum perencanaan 
musrenbangdes di desa Blayu: 
“Iya untuk yang tahun ini usul-usulan dari itu,,, itu kayak tadi, 
apa,,, PMT, untuk lansia, PMT untuk apa,,, Posiandu, balita 
sudah masuk,,, hak-haknya untuk,,, yang terealisasi,,, ya hak 
untuk,,, mengeluarkan pendapat itu, itu sudah, sudah he’eh, 
sudah, heeh sudah,,, ya walaupun enggak semuanya ya,,, jadi 
memang usulan Musrenbangkan harus,,, enggak bisa 
semuanya mencakup itu... yo pasti, pasti,,, pasti, yang kemaren 
itu,,, iya itu, kita mengusulkan posiandu lansia, lah kan otomatis 
Kader nya kan perempuan, terus,,, iya,,, perempuan, kalau 
posiandu balita, kemudian kita usulkan apa,,, kelas Bumil, jadi 
ada,,, walaupun enggak sepenuhnya gitu, sekarang sudah 
 
jalan, kayak PMT nya sudah ada pemberian makanan 
tambahan gitu...”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketika berbicara hak-hak maupun 
kewajiban perempuan dalam musrenbangdes terutama di desa Blayu salah 
satunya yang sudah terpenuhi adalah ketika perempuan menyampaikan usulan 
atau pendapatnya dalam forum Musrenbangdes, usulan tersebut disampaikan 
guna menunjang kesejahteraan PMT lansia maupun posiandu yang sering kali 
dikelola oleh pihak perempuan didaerah pedesaan, sekalipun tidak semua 
usulan perempuan saat musrenbangdes diterima. Berikut hasil wawancara 
dengan Ibu Yanik yang bersependapat dengan data wawancara tersebut di atas, 
yakni sebagai berikut: 
“...Saya aktif dikader pasiandu, iya terus kader PKK juga aktif, 
hadir,,, kalau usulnya kan ditampung dulu, ya ada yang 
tersampaikan, ada yang tidak, kan tergantung apa yah,,, 
tergantung kebutuhan, yang didahulukan yang manakan desa 
lebih tau...”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keterlibatan perempuan secara 
langsung identik dengan kegiatan-kegiatan kewanitaan dari apa yang 
disampaikan pada saat forum musrenbangdes, hal ini berbeda dengan pihak 
laki-laki yang sering kali mendapatkan pekerjaan kasar ketika berada dilapangan 
yang kemudikan lebih memprioritaskan pada usulan-usulan yang bersifat fisik 
atau program-program infrastruktur. Berikutnya kegiatan-kegiatan kewanitaan 
tersebut menjadi bentuk dari keterlibatan aktif perempuan di desa yang 
sebelumnya diusulkan melalui Musrenbang. Keterelibatan perempuan pada saat 
ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama guna menggali dan 
mengembangkan potensi diri diranah publik, terutama dipembangunan desa 
 
yang salah satunya program musrenbangdes yang sebagai wadah aspirasi 
masyarakat untuk mengembangkan desanya. 
Kehadiran perempuan pada program-pembangunan pada saat ini sudah 
bukan lagi menjadi persoalan yang tabuh, pihak perempuan sudah sangat 
dituntuk untuk terlibat mulai dari tahapan perencanaan sampai tahapan evaluasi, 
akan tetapi hal tersebut berbeda persoalannya dengan daerah pedesaan yang 
masih saja mempermasalahkan ketika perempuan ikut berperanserta dalam 
program-program desa, hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kehadiran 
perempuan salah satunya pada forum musrenbangdes, hal tersebut seperti 

























Berdasarkan gambar tersebut bisa dilihat bahwa sebagian perempuan 
terlibat dalam forum perencanaan musrenbangdes, hal tersebut guna untuk 
menyampaikan hak dan kewajibannya terkait kepentingan perempuan di desa 
 
tersebut, berikut hasil wawancara bersama Ibu Etik yang menyampaikan 
pentingnya perempuan untuk mendapatkan hak dan kewajiban untuk 
berperanserta atau terlibat aktif, terutama di desa Patokpicis, yakni sebagai 
berikut: 
“Pernah,,, sejak kerja di balai desa,,, tujuannya ingin tau 
pembangunan desa,,, mengkuti kegiatan... tidak,,, karena 
sudah terwakili,,, ikut hadir saja bagi saya sudah cukup 
mendukung,,, sudah,,, mulai banyak usulan-usulan yang 
diajukan, kalau dulu para Ibu cuman hadir dan mengikuti saja,,, 
diwakili perempuan yang lain,,, ya,,, tapi alangkah lebih baiknya 
kalau ikut serta... tidak,,, karena perempuan mempunyai hak 
yang sama dengan laki-laki... Karena perempuan banyak 
pengaruh disegala bidang pembangunan,,, alangkah baiknya 
jika ikut berperan aktif,,, kesetaraan gender,,, yaa,, karena saya 
perangkat desa,,, ya,,, lebih memaksimalkan peranan 
perempuan dan untuk memperjuangkannya...”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa dipahami bahwa bentuk 
keterlibatan langsung perempuan sebagai bentuk tindakan untuk 
memperjuangkan peranan perempuan untuk berperanserta aktif terutama dalam 
forum perencanaan musrenbangdes, dalam hal ini sebagian perempuan sudah 
menyadari kesamaan perandengan laki-laki dalam perencanaan partisipatif, 
kemudian keaktifan dari pihak perempuan yang menjadi perangkat desa bisa 
menjadikan masyarakat umum terutama perempuan untuk berperanserta. Berikut 
hasil wawancara bersama bapak Washul Huda yang bersependapat dengan 
wawancara sebelumnya di desa Patokpicis yakni: 
“Iya di dalam Musrenbangdes,,, untuk perempuan memang ada 
pengaruhnya, dan yang kemaren itu, ditahun ini,,, ya bukan 
tahun ini, memang sejak dulu itu,,, untuk MusrenbangCam 
selalu dibutuhkan, mewakili desa,,, jadi,,, dihadirkan ada 
perempuan, kemudian kalau didesa itu,,, iya sangat penting lah 
perempuan,,, jadi seimbang dan banyak manfaatnya...”. 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa 
keterlibatan langsung dari pihak perempuan sangat mempengaruhi, dari 
tanggapan informan yang berkata bahwa pentingnya kehadiran perempuan dan 
hal tersebut memang sudah menjadi suatu aturan dalam perencanaan 
partisipatif. Kemudian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, ketika 
berbicara hak-hak dan kewajiban perempuan dalam musrenbangdes terutama di 
desa Patokpicis salah satunya yang sudah terpenuhi adalah ketika perempuan 
menyampaikan usulan atau pendapatnya dalam forum Musrenbangdes, usulan 
tersebut disampaikan guna menunjang kesejahteraan PMT lansia maupun 
posiandu yang cenderung dikelola oleh pihak perempuan didaerah pedesaan, 
sekalipun tidak semua usulan perempuan diterima saat forum musrenbangdes. 
keterlibatan perempuan secara langsung identik dengan kegiatan-
kegiatan kewanitaan hal ini berbeda dengan pihak laki-laki yang sering kali 
mendapatkan pekerjaan kasar ketika berada dilapangan. Berikutnya kegiatan-
kegiatan kewanitaan tersebut menjadi wujud dari partisipasi aktif perempuan di 
desa yang sebelumnya diusulkan melalui musrenbangdes. Selain keterlibatan 
perempuan pada perencanaan pembangunan partisipatif ditingkat desa, dari 
pihak perangkat desa juga memperhatikan perwakilan perempuan untuk 
musrenbang tingkat kecamatan. Hal tersebut memang sudah diatur dalam 
peraturan yang sudah tertuang dalam beberapa undang-undang yang sudah 
berlaku, akan tetapi dalam proses pendelegasian keterlibatan perempuan 
ditingkat kecamatan tidak terlepas dari peran laki-laki untuk mengutus pihak 
perempuan yang bisa hadir pada musrenbang kecamatan. 
Persoalan tersebut di atas memang sebagian pemerintah desa 
mengupayakan kesetaraan gender dan pembangunan yang tetap harus 
 
memperhatikan kehadiran dari pihak perempuan, dari proses kehadirannya juga 
tetap didominasi oleh pihak laki-laki. Timbul banyak persoalan ketika keterlibatan 
masyarakat dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di desa lebih 
didominasi oleh pihak laki-laki, banyak beberapa hal yang menjadi faktor yang 
menjadi penghambat maupun pendukungnya, dalam persoalan tersebut yang 
kemudian peneliti bahas pada pembahasan faktor penghambat dan pendukung. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, Berikut kehadiran perempuan dan laki-laki 
pada saat forum perencanaan musrenbangdes cenderung didominasi dari 





















Gambar 4.9. Tingkat Kehadiran Pihak Perempuan dan Laki-laki  




Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran 
antara pihak laki-laki dan perempuan cenderung didominasi dari kalangan laki-
laki, dalam hal ini sama halnya apa yang disampaikan oleh informan penelitian 
yaitu Ibu Musrifah di desa Patokpicis yakni: 
 
“Kalau tingkat kehadiran banyak laki-laki,,, perannya lebih 
utama,,, kalau perempuan alasannya repot lah, apa,,, gituloh... 
jadi, mungkin ya,,, tingkat kehadirannya,,, banyak laki-laki...” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tingkat 
kehadiran peserta musrenbangdes lebih didominasi oleh pihak laki-laki, dari 
pihak perempuan cenderung lebih sedikit dikarenakan beberapa factor yang 
akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya. 
 
2. Keterlibatan dalam Pelaksanaan Program 
Keterlibatan perempuan selain pada saat forum perencanaan sebagian 
pihak perempuan aktif di dalam pelaksanaan hasil program musrenbangdes, 
seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Musrifah di desa Patokpicis yang 
menjelaskan aktifitasnya pada program musrenbangdes yang sudah terealisasi 
yakni sebagai berikut: 
“Iya pernah,,, contohnya waktu ada program,,, pemavingan, 
saya ikut serta, waktu itu saya menjadi bendahara,,, iya, iya... 
iya nanti saya minta bantuan kewarga, siapa nanti yang ngasih 
makan, konsumsi maksud saya, terus kadang-kadangkan,,, 
apa,,, untuk mengurus pafingkan,,, biasanya beli, kayak 
sayakan minta-minta sama warga, biar apa,,, biar nanti 
diperpanjang bangunannya,,, bisa di pinggir-pinggir,,, itu kan 
enggak bisa beli...”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa 
keterlibatan perempuan tidak hanya pada saat forum perencanaan 
musrenbangdes saja, melainkan pada waktu pelaksanaan pun sebagian 
perempuan aktif terlibat. Seperti dari pemaparan informan tersebut yang terlibat 
dalam kepanitian yang menjadi bendahara untuk mendukung program agar bisa 
berjalan. Hal tersebut sama halnya seperti apa yang disampakan oleh Bapak 
Washul Huda dalam hasil wawancara di desa Patokpicis yakni: 
 
“Iya untuk sebagian sudah, terutama yang diminta kalau di 
desa Patokpicis itu,,, dari anggota PKK, kader, posiandu, itu 
memang minta sebagian untuk operasional kegiatan posiandu 
dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kader-
kader,,, dan itu sudah terpenuhi dan harapannya,,, sudah 
walaupun... Iya itu mayoritas,,, dari kelompok-kelompok,,, dari 
organisasi yang,,, biasanya yang aktif, yang sering sejak dulu 
sering,,, di desa terutama kader-kader desa, dibidang 
kesehatan yang banyak,,, karena,,, dari bidan, dari bidan juga 
sangat mendukung kepada organisasi itu, maka organisasi itu 
selalu siap kalau diminta bantuan...”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat kelompok-kelompok 
yang aktif dari apa yang disampaikan oleh informan bahwa kelompok perempuan 
cenderung aktif dalam hasil program yang suah terlaksana seperti dari kalangan 
Ibu-ibu PKK maupun posiandu. Hal tersebut sebagai bentuk keterlibatan 
langsung perempuan pada saat pelaksanaan perencanaan partisipatif terutama 
di desa Patokpicis. Ketika hal tersebut dihubungkan dengan konsep gender dan 
pembangunan seharusnya perempuan bisa terus berperan serta guna 
menyadarkan pihak perempuan lainnya agar bisa antusias berperanserta dalam 
pembangunan desa, karena semua lapisan masyarakat yang lebih memahami 
kebutuhan praktis desa yang harus dibenahi sesuai dengan asas partisipasi. 
 
4.2.2.2. Keterlibatan Tidak Langsung  
Keterlibatan perempuan secara langsung yang sebelumnya sudah 
dipaparkan, memang menjadi prioritas perencanaan partisipatif melaluinya 
musrenbangdes akan tetapi hal yang menarik ketika perempuan terlibat tetapi 
tidak menyampaikan hak-haknya seperti usul pada forum musyawarah dan 
kepanitiaan yang berlangsung maupun pada saat pelaksanaan program. Berikut 
keterlibatan perempuan secara tidak langsung yang hanya menjadi peserta 
 
musrenbangdes dan dukungannya moral perempuan untuk mendukung 
perencanaan partisipatif di desa Patokpicis dan Blayu yakni: 
1. Keterlibatan Hanya Menjadi Peserta  
Banyak persoalan ketidak maksimalnya perempuan terlibat dalam 
perencanaan partisipatif seperti tidak terlibatnya dalam kepanitiaan maupun pada 
saat musrenbangdes, sebagian perempuan yang hadir hanya datang dan berada 
pada bagian belakang seperti halnya penonton sosial, seperti terlihat dalam 



























Berdasarkan gambar tersebut sebagian perempuan banyak yang tidak 
terlibat dalam kepanitiaan musrenbangdes, sebagian besar mereka pihak 
perempuan hanya sekedar menjadi peserta. Berikutnya dalam penentuan hasil 
rapat-rapat juga pihak perempuan hanya seorang isteri-isteri perangkat desa saja 
 
yang cenderung terlibat, hal tersebut sama halnya yang disampaikan oleh Ibu 
Mila di desa Blayu dalam hasil wawancara berikut: 
“Iya itu cuman Ibu Carik nya aja, kalau waktu Musren memang 
Bu Carik selalu hadir, tapi untuk pelaksanaan mestinya ikut,,, 
sedangkan saya enggak tau urutan dari musrenbang di desa 
seperti apa,,, yang mau dibangun seperti apa,,, rencana 
bangunan itu apa,,, itu enggak ada,,, cuman tau matengnya ini-
ini usulan dari desa, saya seperti patung tah Mas, seperti 
patung, jadi,,, heem,,, enggak,,, ya enggak wis, disuruh seperti 
itu...”. 
 
Berikut hasil wawancara bersama Bapak Sulis yang bersependapat 
dengan wawancara sebelumnya, yakni: 
“Kehadiran perempuan menjadi peserta,,, iya, iya,,, peserta 
Musren kalau dilihat dari tingkat kehadiran memang lebih 
banyak laki-laki, keaktifan,,, iya memang perempuan sebagian 
saja yang aktif,,, sebagian perempuan,,, ibu-ibu itu sebagian 
hanya datang saja dan mengikuti kegiatan, harapan dari 
perangkat memang harusnya perempuan juga bisa aktif 
sekalipun jumlahnya lebih sedikit... iya ketimbang laki-laki…”. 
 
Berdasarkan pemaparan kedua hasil wawancara tersebut, keterlibatan 
perempuan dalam musrenbangdes terutama dalam kepanitiaan dari pihak 
perangkat desa hanya melibatkan mereka pihak perempuan yang menjadi isteri-
isteri perangkat desa. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan bagi perempuan 
yang tidak menjadi isteri perangkat desa, perempuan dalam arti masyarakat 
umum tidak sepenuhnya terlibat melainkan hanya dukungan moral bagi 
perempuan untuk hadir dalam perencanaan partisipatif. Berikutnya tingkat 
kehadiran perempuan yang cenderung lebih sedikit dan yang menjadi 




Hasil temuan penelitian tersebut sebenarnya bisa dikatakan tidak 
seutuhnya sesuai dengan konsep asas partisipasi, yang bagaimana seharusnya 
pemerintah desa melibatkan masyarakat secara umum pada proses 
musrenbangdes berlangsung. Realitasnya peneliti temukan pihak perempuan 
hanya tahu konsep yang sudah jadi yang telah disusun sebelumnya oleh 
pemangku kepentingan desa beserta isteri-isterinya. 
 
2. Dukungan Moral Perempuan 
Keterlibatan perempuan pada musrenbangdes seringkali kurang 
mengikutsertakan perempuan pada saat forum perencanaan, sebagian pihak 
perempuan yang cenderung kurang aktif pada saat kegiatan-kegiatan desa. Hal 
tersebut sebagai dukungan moral bagi perempuan terhadap perencanaan 
pembangunan partisipatif, berikut bagaimana bentuk keterlibatan perempuan 
secara tidak langsung dari pihak perempuan yang terlibat pada program-program 
desa yang sebelumnya sudah diusulkan oleh ibu-ibu pada musrenbangdes. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, berikut informasi yang didapatkan peneliti 
melalui hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Umi di desa Patokpicis yakni 
sebagai berikut: 
“Biasanya,,, perempuan yang tidak terlibat langsung,,, dalam 
Musren itu, terlibatnya,,, dalam hasil-hasil program Musren 
yang sebelumnya sudah diusulkan oleh ibu-ibu yang hadir 
Mas,,, ya,,, seperti,,, aktif di PKK, Posiandu,,, itu kan,,, a,,, 
dukungan moral juga yah...”. 
 
Berikut hasil wawancara bersama Bapak Sulis yang bersependapat 
dengan wawancara sebelumnya, yakni: 
“Kalau dukungan moral,,, dukungan moral perempuan,,, pada 
acara forum musrenbang,,, selain acara musrenbang,,, ya,,, 
ya,,, iya ibu-ibu kader dan ibu PKK itu memang aktif, sebagian 
 
beliau yang tidak hadir sebelumnya membantu pada persiapan 
Musren juga,,, tapi kadang paca saat acara,,, iya,,, iya,,, pada 
saat acara sebagian saja yang hadir…”. 
 
Berdasarkan kedua temuan hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa 
keterlibatan perempuan tidak langsung melalauinya program-program yang 
sudah ada di desa, hal tersebut juga menjadi prioritas bagi perempuan untuk 
mendukung secara moral untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini peneliti 
anggap sebagai keterlibatan tidak langsung Karena fokus penelitian pada saat ini 
menfokuskan keterlibatan perempuan pada saat forum musrenbangdes yang 
sebagai wadah perencanaan partisipatif dari masyarakat terutama pihak 
perempuan. Berikutnya bentuk dukungan moral perempuan dilakukan untuk 
memenuhi keberlangsungan acara musrenbangdes seperti membantu untuk 
menyiapkan konsumsi untuk acara yang akan digelar. 
Pembahasan mengenai mengenai bentuk keterlibatan perempuan dalam 
musrenbangdes dilihat dari keterlibatan langsung maupun keterlibatan tidak 
langsung di desa Blayu dan Patokpicis seperti yang disampaikan sebelumnya, 
terdapat perbedaan dan kesamaan dengan penelitian terdahulu sebelumnya 
yang dilakukan oleh Anggraeni Munggi Lestari pada tahun 2013, menurut 
Anggraeni partisipasi atau keterlibatan kaum perempuan dalam proses 
pemberdayaan, yakni melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat dipahami 
berdasarkan kehadiran mereka yakni pihak kaum perempuan pada pertemuan 
yang sudah terimplementasi pada siklus kegiatan yakni pemberdayaan PNPM 
Mandiri Perkotaan, kemudian dapat ditunjukkan melalui bentuk mengajukan 
pertanyaan, mengajukan usulan, mengajukan kritik, membuat pembukuan 
keuangan, melakukan pendataan pada masyarakat miskin, kemudian membuat 
 
proposal, kemudian melaksanakan pemantauan program, serta partisipasi atau 
keterlibatan pada tahap pelaksanaan kegiatan. 
Sedangkan dalam hasil penelitian ini adalah pertama keterlibatan 
langsung terdapat dua pembahasan pertama keterlibatan perempuan dalam 
forum perencanaan musrenbangdes, kedua keterlibatan perempuan dalam 
pelaksanaan program-program musrenbangdes. Kemudian dari keterlibatan tidak 
langsung terdapat dua pembahasan maupun temuan hasil penelitian, pertama 
keterlibatan hanya menjadi peserta, kedua adanya Dukungan moral dari 
perempuan pada acara musrenbangdes maupun pada saat pelaksanaan 
program. 
Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 
terdapat tambahan temuan hasil penelitian tentang bentuk keterlibatan 
perempuan, yakni pada keterlibatan tidak langsung yang menjelaskan bahwa 
keterlibatan perempuan hanya menjadi peserta musrenbangdes, hal tersebut 
sebenarnya tidak mendukung dari konsep perencanaan partisipatif. Kemudina 
ketika dihubungkan pada pendekatan gender dan pembangunan juga, 
keterlibatan perempuan pada hasil penelitian menunjukkan tidak sesuainya 
kehadiran perempuan pada pembangunan, seharusnya perempuan tetap setara 
dengan pihak laki-laki mulai dari menyusun rancangan program desa sampai 
pelaksanaan. 
Pihak perempuan sebenarnya bisa menjadi sebagai salah satu kategori 
pembuat atau penentu kebijakan melaluinya keterlibatan pada forum 
musrenbangdes, pada dasarnya dapat berpartisipasi atau turut serta aktif dalam 
bentuk tidak langsung yakni menjadi wakil kelompok kaum perempuan yang bisa 
merepresentasikan kepentingan kelompok mereka pihak kaum perempuan. Pada 
 
titik ini, yang sering dan banyak remehkan oleh berbagai kalangan, yakni tentang 
kepentingan-kepentingan kaum perempuan memang lebih baik disuarakan atau 
disampaikan oleh kaum perempuan sendiri,  hal tersebut karena mereka kaum 
perempuan yang sesungguhnya paling mengerti dan memahami terkait  
kebutuhan atau kepentingan dari kaum perempuan. Mempertimbangkan 
kepentingan perempuan serta melibatkan kaum laki-laki dan kaum perempuan 
dalam proses pembuatan kebijakan merupakan dasar dari rancangan demokrasi 
yang dapat mendorong pada ranah kesetaraan serta keadilan gender. 
Membahas mengenai budaya yang berkembang di masyarakat 
pedesaan, saat ini sudah berkurangnya deskriminasi atau marginalisasi seperti 
zaman dahulu kala, perempuan memiliki kesempatan untuk dapat ikut terlibat 
dalam dunia pemerintahan dan perencanaan pembangunan partisipatif tanpa 
adanya batasan-batasan yang bersifat mengikat. Hal tersebut seharusnya pihak 
perempuan tetap berjuang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan 
menggunakan keterlibatan secara langsung pada pemerintahan desa maupun 
pada saat musrenbangdes. Maka maka dalam hal ini, terdapat bentuk 
keterlibatan perempuan untuk dapat membuktikan bahwa mereka juga memiliki 
kapasitas yang sama dengan laki-laki. 
 
Berdasarkan pemarapan tersebut, berikut hasil penelitian yang 
dihubungkan dengan analisis gender model Moser (1993), hal tersebut termasuk 
pola analisis profil akses yakni tentang peluang serta profil kontrol yakni tentang 
kekuatan dalam hal pengambilan keputusan. Hal tersebut yang berkaitan atau 
berhubungan pada sumberdaya fisik dan berkaitan pada sumberdaya sosial-
budaya yakni meliputi tentang media informasi, tentang pendidikan, tentang 
 
pelatihan ketrampilan. Melalui pola analisis tersebut bertujuan untuk memahami 
dan menganalisis bentuk keterlibatan perempuan pada musrenbangdes. 
Kemudian dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan 
dalam forum perencanaan dan keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan, 
sedangkan  keterlibatan tidak langsung meliputi keterlibatan perempuan hanya 
menjadi peserta dan dukungan moral perempuan pada perencanaan partisipatif.  
Berdasarkan keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan menjadi 
bagian analisis kekuatan maupun pengambilan keputusan, bisa dipahami bahwa 
musrenbangdes adalah forum musyawarah tingkat desa untuk menentukan arah 
program desa sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan sebagian pihak 
perempuan cukup antusias dalam mengikuti forum perencanaan 
musrenbangdes, sekalipun dalam tingkat kehadirannya cenderung lebih 
didominasi oleh pihak laki-laki. Dari kedua lokasi penelitian beberapa informan 
mendukung dalam tahapan forum perencanaan karena hal tersebut sangat 
menentukan hak dan kewajiban dari perempuan di desa tersebut, dalam 
pengambilan keputusan dari pihak perempuan cenderung memprioritaskan 
aktifitas keperempuanan itu sendiri seperti partisipasi dalam kesehatan dan 
kesejahteraan rumah tangga pada posiandu dan PKK.  
Berikutnya media pelaksanaan pengambilan keputusan dari pihak 
perempuan juga tidak terlepas dari kelompok-kelompok kepentingan perempuan 
seperti dalam kader posiandu dan tim penggerak PKK. Berbeda dengan 
kelompok-lelompok dari pihak laki-laki dalam forum perencanaan cenderung 
memprioritaskan media yang bersifat fisik, dalam hal ini dianggap pihak laki-laki 
lebih memahami kebutuhan fisik desa ketimbang perempuan yang cenderung 
berkecimpung dalam media kesehatan dan kesejahteraan rumah tangga. 
 
4.2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Keterlibatan Perempuan dalam 
Musrenbangdes 
 
Pembahasan ketiga peneliti akan membahas tentang faktor pendorong 
dan penghambat keterlibatan perempuan dalam proses musrenbangdes, adapun 
yang dimaksud adalah mengungkap dan menganalisis bagaimana faktor-faktor 
yang mempengaruhi keterlibatan perempuan di desa Blayu dan desa Patokpicis. 
Berbicara peran laki-laki dan perempuan dan kedudukannya yang setara untuk 
mencapai kesetaraan gender dalam ranah publik maupun pembangunan desa 
seperti musrenbangdes, sebenarnya perempuan dan laki-laki mempunyai 
kesempatan atau peluang yang sama dimata hukum sebagai mana yang diatur 
dalam undang-undang desa dan perencanaan partisipatif.  
Berdasarkan hal tersebut ketika dihubungkan dengan realitasnya 
dimasyarakat pedesaan dalam pelaksanaannya belum tentu demikian, sering kali 
pemangku kepentingan cenderung melibatkan pihak laki-laki yang mengurusi 
pekerjaan dalam ranah publik, ketika perempuan dilibatkanpun cenderung 
mendampingi pihak laki-laki sebagai pelengkap. Hal tersebut dikarenakan 
beberapa faktor terutama dalam musrenbangdes, pada persoalan ini peneliti 
akan memisahkan beberpa faktor-faktor keterlibatan perempuan pada 
musrenbangdes, yakni sebagai berikut: 
4.2.3.1. Faktor Pendorong  
Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 menetapkan asas partisipasi, 
kesetaraan, dan pemberdayaan. Ketiga asas tersebut sebagai pondasi 
pembangunan desa yang inklusif, yang mengakomodasi nilai kesetaraan gender 
melalui partisipasi dan pemberdayaan perempuan (Romli, 2014, hal. 9) 
berdasarkan hal tersebut sebenarnya menjadi penguat bagi masyarakat 
 
terutama pihak perempuan untuk terlibat dalam perencanaan partisipati di 
musrenbangdes. Berkutnya pada tahapan pelaksanaan asas tersebut pastinya 
dipengaruhi oleh beberapa hal, yang akan disampaikan dalam pembahasan 
berikut. 
1. Kesadaran Perempuan untuk Terlibat 
Keterlibatan perempuan untuk mengikuti musrenbangdes salah satunya  
terdapat motivasi dari pribadi perempuan tersebut guna terlibat pada 
perencanaan pembangunan partisipatif, berikutnya seperti apa yang 
disampaikan oleh informan penelitian bersama Ibu Aris dengan dari hasil 
wawancara di desa Patokpicis yakni: 
 “Motivasi saya mengikuti Musren,,, itu, iya untuk mengetahui,,, 
selama itu juga,,, apa yahhh,,, ikut andil dalam acara ini, yang 
dengan tujuan untuk lebih... apa... ya,,, mengetahui, 
pembangunan, yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan 
tahun ini, seperti itu Mas... Cara terlibat perempuan dalam 
Musrenbangdes,,, itu dari keinginan diri sendiri, lebih banyak 
seperti itu...soalnya kan kalau PKK punya kewajiban untuk 
memajukan dalam bidang,,, seperti itulah,,, yang notabene 
perempuan emange ada tujuan, kalo perempuan  enggak ada 
batasan, larangan untuk Musrenbangdes, kita itu gimana 
yahh,,, membebaskan siapapun yang  ikut, tapi kan orangnya 
sendiri, enggak mau ikut, kita mau gimana lagi,,, gitulah, 
Mas...”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersbut bisa dipahami bahwa salah satu 
factor pendorong bagi perempuan untuk terlibat adalah munculnya motivasi dari 
pihak perempuan untuk mengetahui apa saja yang dirancang dalam forum 
musrenbangdes, karena hal tersebut akan menentukan arah program desa yang 
bagaimana keberpihakan program-program yang disetujui dan yang akan 
dilaksanakan. Berdasarkan pemaparan tersebut berikut hasil wawancara 
bersama Ibu Yanik di desa Blayu yakni: 
 
“...Motivasi saya untuk mengajukan usul itu, iyaa,,, enggak lah, 
enggak wis, saya kan memang, apa,,, peran saya kan sebagai 
ketua kader, ketua kader kan memang, tuntutan untuk 
mengajukan usul,,, kesetaraan gender itu enggak wis,,, 
hehehehe,,, Iya,,, iya karena gimana yah,,, kalau orang lain aja 
diundang Musren hadir, kenapa saya tidak gitu,,, opo maneh 
sampean Bojone perangkat gitu katanya.. memang harus hadir 
iya,,, untuk pertemuan PKK pun saya harus hadir, kalau orang 
lain diundang mau dan,,, apa,,, punya keinginan, kenapa saya 
tidak,,, mosok atene bojone perangkat males...hehehe...”.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut tedapat kesadaran dari 
perempuan untuk terlibat, hal tersebut terjadi karena adanya peran penting dari 
perempuan untuk bisa mewakili aspirasinya terhadap kelompok-kelompok 
perempuan yang belum bisa maksimal kehadirannya. Berikutnya kesadaran dari 
pihak perempuan untuk mendukung suaminya yang terlibat dalam birokrasi desa. 
 
2. Sosialisasi dan Undangan untuk Terlibat 
Pentingnya sosialisasi dan undangan dalam upaya mengikutsertakan 
masyarakat dalam setiap acara-acara yang ada di desa, terutama dalam 
musrenbangdes pentingnya undangan jadi prioritas masyarakat terutama pada 
keterlibatan perempuan, dan hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong 
bagi pihak perempuan untuk bisa aktif disetiap kegiatan-kegiatan. Hal tersebut 
disampaikan kembali oleh informan penelitian bersama Ibu Yanik di desa Blayu, 
yakni: 
 “...Upayanya dikasih undangan itu Mas,,, iya,,, iya biasanya 
juga gitu, jadi kita umumkan dipertemuan kadang,,, iya,,, terus 
dianya bilang gini, pas anu, pertemuan itu... pokoke dikasih 
undangan yo dateng Bu,,, gitu,,, undangan nomer satu itu, iya 
memang gitu kayaknya...”.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa yang 
menjadi prioritas keterlibatan perempuan pada musrenbangdes salah satunya 
 
adalah pemberian undangan, hal tersebut wujud upaya mengikutsertakan 
masyarakat dari perangkat desa. Kemudian disampaikan kembali oleh Ibu Ida 
Farida di desa Patokpicis, dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“…tapi masalahnya  kan hanya sesuai undangan,,, kalau 
inginnya sih, diworo-woro semakin terlihat serius gitu loh,,, kan 
semakin banyak pendapat yang masuk...”.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami kembali bahwa 
yang menjadi persoalan adalah pemberian undangan dan sosilaisasi kepada 
masyarakat terutama bagi kalangan perempuan yang menentukan bagaimana 
perempuan bisa aktif dalam penyampaian pendapatnya. Berikut disampaikan 
kembali oleh Bapak Ajis didesa Blayu, dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
 “Sudah, sudah,,, kalau memang ada yang tanya apa 
Musrenbangdes itu sudah, diperjelaslah kepada masyarakat 
gitu,,, apa Musrenbangdes gitu... Upaya untuk mengundang, 
saya kira sudah tau sih kalau perempuan tak undang 
musrenbangdes sudah tau, mungkin alasannya kadang, 
kadang,,, ya macam-macam lah, tapi ya,,, intinya,,, intinya yang 
dikasih undangan itu, apa Musrenbangdes itu sudah tau 
semua...”.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa dari perangkat desa 
sudah melakukan beberapa upaya untuk melibatkan perempuan pada acara 
musrenbangdes. Upaya tersebut melaluinya sosialisasi dan pemberian 
undangan kepada pihak masyarakat terutama perempuan. Kemudian dari ketiga 
hasil wawancara tersebut bisa dipahami bahwa ketika perempuan bisa terlibat 
dalam musrenbangdes dikarenakan dari adanya upaya perangkat desa untuk 





3. Adanya Kesempatan Perempuan untuk Terlibat 
Asas perencanaan pembangunan partisipatif seperti musrenbangdes 
yang dilaksanakan didesa menjadi salah salah kesempatan bagi pihak 
perempuan untuk bisa menyampaikan aspirasinya, akan tetapi ketika keterlibatan 
perempuan yang bersifat membantu maupun menggantikan pihak laki-laki hal 
tersebut belum tepat dengan asas partisipatif, seperti apa yang disampaikan oleh 
ibu Yanik dalam hasil wawancara di desa Blayu: 
“...Semuanya,,, yang perempuan cuman satu Bu RT nya, Ibu 
Siti Muarofah RT 27, ketua RT 27,,, sebenarnya yang jadi RT 
itu suaminya, tapi karena suaminya sekarang sudah meninggal, 
jadi digantikan isterinya... Kayaknya enggak, kayaknya dia 
seneng jadi RT,,, iya, kan dia punya anak satu, terus anaknya 
sudah rumah tangga,,, kan suaminya enggak ada, jadikan tiap 
hari dia nganggur...”.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa salah satu 
keterlibatan perempuan bersifat membantu maupun menggantikan dari pihak 
laki-laki yang berhalangan maupun meninggal, posisi tersebut secara sistematis 
digantikan seorang isteri untuk aktif di pemerintahan desa dan pada acara forum 
musrenbangdes. Berikutnya disampaikan kembali oleh Bapak Farid yang 
menjelaskan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam musrenbangdes di 
desa Blayu, dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
 “Awalnya isteri saya,,, taunya hanya pihak tertentu saja yang 
boleh hadir,,, ya karena,,, apa,,, undangan itu ya Mas,,, jadi 
sebenarnya kan musrenbang itu forum perencanaan partisipatif 
yah,,, jadi menurut saya semua masyarakat bisa hadir,,, itu,,, 
iya,,, ya terutama perempuan juga, toh itu perencanaan 
partisipatif, jadi siapa saja sebenarnya boleh ikut, saya juga 
enggak diundang pernah hadir sama isteri,,, jadi bisa-bisa aja 
sebenarnya…”. 
 
Berdarakan hasil wawancara tersebut dengan adanya kesempatan 
perempuan untuk terlibat dalam musrenbangdes sekalipun tidak mendapatkan 
 
undangan, hal tersebut dengan dasar musrenbang adalah forum perencanaan 
partisipatif dari masyarakat, dalam hal ini masyarakat tidak terlepas dari kalangan 
perempuan tetap bisa hadir untuk menyampaikan aspirasinya untuk 
pembangunan desa kemudian dari pemaparan tersebut dengan adanya 
kesempatan perempuan untuk terlibat menjadi faktor pendorong dalam penelitian 
ini. 
 
4. Adanya Dukungan dari Suami 
Keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan desa pada 
musrenbangdes dilengkapinya dukungan dari pihak suami, sedangkan dalam 
konsep gender dan patriarki sendiri terutama diberbagai lapisan masyarakat 
daerah jawa secara budaya masing-masing setiap anggota keluarga sangat 
ditentukan oleh kekuasaan laki-laki. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh 
Bapak Ajis informan desa Blayu bahwa terdapat dukungan dari pihak suami 
untuk mengikuti musrenbangdes yakni: 
 “Iya,,, sangat mendukung,,, a,,, perempuan harus hadir, kalau 
maunya sih, meskipun enggak diundang semakin banyak 
peserta musrenbang nantikan semakin apa yah,,, semakin 
temenan dalam musrenbang itu...”.  
 
Berikut hasil wawancara Bersama Bapak Farid yang bersependapat 
dengan wawancara sebelumnya yakni: 
“..Iya Mas,,, mendukung sekali, saya sering mendukung isteri 
saya untuk hadir,,, terus,,, ya untuk mendampingi saya juga,,, 
tapi kalau malam saya berangkat sendirian, pas acaranya siang 
atau sore,,, iya,, isteri,,, iya isteri saya selalu ikut…”. 
 
Berdasarkan pemarapan tersebut, dapat dipahami bahwa adanya 
dukungan dari pihak suami kepada isterinya untuk mengikuti acara forum 
 
musrenbangdes. Dari hal tersebut jelas tidak adanya kesenjangan gender 
ditingkat rumah tangga, akan tetapi masih sebagaian rumah tangga yang bisa 
demikian. Kemudian pentingnya dukungan seorang laki-laki kepada perempuan 
dan hal tersebut guna menunjang hak dan kewajiban perempuan untuk bisa 
tersampaikan terutama pada musrenbangdes. Dalam musrenbangdes kehadiran 
perempuan seringkali menyampaikan kepentingan kelompok  perempuan untuk 
tersampaikan dalam usulan-usulan pada forum musrenbangdes. 
 
4.2.3.2. Faktor Penghambat  
Permasalahan yang dihadapi perempuan dimulai dari tingkat yang paling 
rendah yaitu rumah tangga sampai urusan sosial politik, dari pihak perempuan 
sangat rentan   terhadap  terjadinya  gejolak  yang memproduk  ketidakstabilan 
pada ranah publik. Satu-satunya cara yang rasional untuk membebaskan 
perempuan dari permasalahan adalah dengan memberdayakan perempuan tidak 
saja seperti mulai dari  kebodohan  sampai keterbelakangan  perempuan yang  
merupakan  sejumlah  faktor  menghambat  mereka dalam mengembangkan diri 
untuk menjadi subjek dalam pembangunan nasional.  
Pemerintah Indonesia telah memperhatikan perempuan melalui program-
program pembangunan. Namun, berbagai  kalangan  menilai  bahwa walaupun  
banyak  kebijakan dan program pembangunan untuk perempuan tetap  
saja masih menyisakan  persoalan  lama  bahkan  menjadi  bagian  dari  
persoalan  itu sendiri (Hernaldi, 2014, hal. 5). Dalam hal ini ketika pemerintah 
kurang memperhatikan program-program sampai menengah kebawah yang 
mengakibatkan tidak efektifnya pembangunan partisipatif seperti halnya dalam 
aspek musrenbangdes, ketika hal tersebut luput dari evaluasi pemerintah akan 
 
terus mengalami tidak maksimalnya sosialisasi untuk mengajak perempuan 
untuk aktif dalam pembangunan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam 
pelaksanaan perencanaan partisipatif pastinya tidak terlepas dari berbagai 
penghambat bagi keterlibatan perempuan. Dalam hal ini penulis akan 
menyampaikan hasil temuan penelitian yang sudah disusun sebagai berikut. 
1. Waktu Pelaksanaan Acara Musrenbang 
Pelaksanaan musrenbangdes sering kali tidak maksimal yang dikarena 
persoalan waktu yang kurang mendukung agar masyarakat untuk terlibat, 
terutama dari kalangan perempuan yang fitrahnya harus sangat dijaga.  Seperti 
halnya musrenbang di desa Blayu yang dilaksanakan pada malam hari, hal 
tersebut menjadi kendala bagi perempuan, seperti apa yang disampaikan oleh 
informan penelitian bersama Ibu Mila di Blayu, dengan hasil wawancara sebagai 
berikut:  
“Tapi ya mendukung, ya enggak, kalau malam ya, enggak 
datang, hehe,,, tetapi kalau siang ikut Musrenbang di 
kecamatan di perbolehkan gitu loh, hehehe... kalau saya, 
masalah Musren itu satu pokok masalahe iku,,, kendalanya 
waktu...”.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, salah satu yang menjadi 
penghambat bagi perempuan untuk terlibat di pembangunan desa terutama pada 
musrenbangdes meliputi kendala waktu yang diselenggarakan dianggap tidak 
mendukung bagi perempuan untuk hadir, karena persoalan waktu yang terlalu 
malam. Berikutnya disampaikan kembali oleh Ibu Melia tentang waktu 
musrebang di desa Patokpicis, dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“…waktu pelaksanaan Musren,,, di Patokpicis,,, kemaren kan siang,,, 
iya,,, kemaren malem,,, malem itu yang di Blayu,,, kalau acaranya 
siang sih kebanyakan orang bisa hadir yah,,, kalau malem iku,,, koyoe 
waktune istirahat sih mas, tapi kalua suami saya sih,,, kayaknya hadir-
hadir ae walaupun bengi acarane…” 
 
Berikut hasil wawancara Bersama Ibu Yanik yang bersependapat dengan 
wawancara sebelumnya dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“...Kebanyakan laki-laki kalau kemaren, rata-rata kalau tiap tahun 
kebanyakan laki-laki Mas, soalnya RT nya kan banyak, lah kalau pihak 
perempuan kan cuman dari kader itu berapa, terus unsur PKK itu 
berapa,,, kalau kita diundang pas malam hari,,, abot, atene metu, 
kebanyakan kendalanya itu... Kalau menurut saya,,, cuman waktunya, 
yang menjadi kendala kalau perempuan enggak hadir, cuman itu,,, 
saya kira itu aja...”. 
 
Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut waktu pelaksanaan 
musrenbangdes memang ada yang dilaksanakan siang hari dan malam hari, 
ketentuan tersebut diatur oleh kepala desa dan panitia pelaksanaan 
musrenbangdes yang diselenggarakan serentak satu kecamatan bergantian dan 
dihadiri oleh pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Akan tetapi hal tersebut 
menjadi kendala bagi perempuan ketika musrenbangdes dilaksanakan pada 
malam hari, sebagian perempuan tidak mempunyai kebebasan berkerja diluar 
rumah pada malam hari. 
 
2. Beban Ganda yang dimiliki Perempuan 
Berbicara perempuan dan kegiatan rutinitasnya yang menjadi ibu dan 
seorang isteri kemudian ditambah dengan pekerjaan diluar rumah, dalam hal ini 
menjadi permasalahan bagi perempuan. Hal tersebut menjadi beban ganda bagi 
perempuan dan menjadi hambatan untuk mengikuti musrenbangdes, seperti apa 
yang disampaikan oleh Bapak Ajis selaku informan desa Blayu yakni: 
“…mungkin isterinya nunggu anak,,, gini Mas yah,,, memang 
kesibukan,,, kalau kesibukan di rumah itu memang kebanyakan 
lbu-Ibu, kalau ikut rapat Musrenbangdes itu mungkin capek 
tah,,, kasian tah,,, baik diwakili aja, di Pak RT nya aja, si Bu RT 
nya enggak usah ikut, enggak papa mungkin gitu... Iya,,, 
menurut saya, intinya,,, kalau ibu rumah tangga ya,,, apa ya,,, 
ya masak tah, ya mencukupi kebutuhan keluarganya tah, 
 
makanan segala macam gitu, kalau disuamikan,,, cari nafkah 
gitu,,, ya kadang-kadang saling bantulah, saya juga pernah 
bantu masak, cuci-cuci,,, iya kalau ada waktu luang,,, iya...”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa dipahami bahwa keterlibatan 
perempuan terdapat adanya kendala perempuan yang menjadi ibu rumah 
tangga, dalam hal ini menjadi beban ganda bagi pihak perempuan ketika 
mempunyai pekerjaan di luar rumah. Berbeda dengan pihak laki-laki yang 
cenderung bebas berkerja di luar rumah sehingga adanya pembagian tugas dari 
laki-laki dan perempuan yang berdasarkan kesempakatan rumah tangga. Berikut 
disampaikan kembali oleh Ibu Melia tentang beban ganda seorang perempuan 
yang menjadi pengahambat, dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“Saya tidak ikut Musren kemaren,,, iya sebenarnya pengen ikut 
sih,,, cuman,,, cuman kendalanya agak repot di rumah yah,,, 
kemaren ngurusin anak sama repot di rumah wis… iyo Mas, 
saya kan sudah repot sekarang,,, enggak koyok mbiyen wis”. 
 
Berikut disampaikan kembali oleh Ibu Aris yang bersependapat dengan 
wawancara sebelumnya dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“Kendalanya itu sebagian masak bodoh dengan kegiatan,,, 
apalagi ibu rumah tangga yang anaknya banyak Mas, tambah 
emoh repot-repot hadir di balai desa…”. 
 
Berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut faktor pengahmbat 
perempuan untuk terlibat pada musrenbang karena adanya beban ganda 
perempuan, perempuan cenderung mengurusi anak dan keperluan rumah 
tangga. Berikutnya ketika berbicara peran ganda perempuan sebenarnya titik 
persoalan pembagian peran atau posisi antara kaum laki-laki dan kaum 
perempuan bagaimana semestinya bisa saling melengkapi, ketika hal tersebut 
 
dapat diselesaikan dari pihak keluarga akan muncul tindakan perempuan untuk 
bisa bergerak diluar area domestik.  
 
3. Kurangnya Sosialisasi dan Undangan Sepihak 
Berbicara tentang kebudayaan bahwa banyak pendapat yang berkata 
bahwa budaya sebenarnya dimotori oleh budaya patriarki, hal tersebut yang 
menafsirkan perbedaan pada aspek biologis yang menjadi suatu indikator 
tentang kepantasan berperilaku. Kemudian yang pada akhirnya berdampak pada 
pembatasan hak, pembatasan akses, pembatasan partisipasi, pembatasan 
kontrol serta menikmati dari manfaat meliputi sumberdaya maupun informasi. 
Berdasarkan hal ini yang menjadi tuntutan peran, tuntutan tugas, tuntutan 
kedudukan dan tuntutan kewajiban yang yang dianggap pantas dilakukan oleh 
pihak kaum laki-laki atau pihak kaum perempuan. Kemudian berkaitan dengan 
hal yang tidak pantas dilakukan oleh pihak kaum laki-laki atau pihak kaum 
perempuan, hal tersebut menjadi sangat variatif dari tanggapan pihak 
masyarakat satu ke pihak masyarakat lainnya (Puspitawati, 2012, hal. 2). 
Berdasarkan pemaparan tersebut terjadi dalam sosialisasi dan mengikutsertakan 
perempuan dikegiatan-kegiatan didesa sering kali masih kurang maksimal seperti 
halnya musrenbangdes, pada tahapan sosialisasi dan pemberian undangan 
cenderung lebih memprioritaskan dari kalangan laki-laki, berikut hasil wawancara 
yang dengan Ibu Hanifah di desa Blayu yang menjelaskan bagaimana akses 
perempuan dalam mengikuti musrenbangdes di desa Blayu: 
“Lah,,, bisa, bisa,,, jadi, Bu RT nya,,, jadi selama ini Pak RT nya 
saja,,, Bu RT nya enggak,,, Bu RT nya enggak dilibatkan... 
Kan,,, kalau yang selama ini,,, di Blayu, yang diundang kan,,, 
Pak RT nya,,, bukan Bu RT,,, jadi,,, datang,,, sebenarnya kan 
enggak boleh, harus datang gitu, perempuan,,, tapi yang 
mewakili,,, enggak bisa Pak,,, harusnya perempuan,,, ya 
 
perempuan, heeh,,, enggak ada undangan untuk Bu RT nya,,, 
ini kan yang datang cuman Pak RT...”.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa dipahami bahwa upaya 
perangkat desa dalam  mengikutsertakan masyarakat pada musrenbangdes 
lebih mengutamkan dari kalangan laki-laki, hal tersebut terbukti dengan lebih 
banyaknya perangkat desa memberi undangan kepada pihak laki-laki ketimbang 
pihak perempuan. Berikut disampaikan kembali oleh informan penelitian di desa 
Blayu bersama Ibu Mila dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“…sering itu tadi Mas, sering sosialisasi tentang apa iku,,, 
tujuan kita, tujuan diadakan Musrenbang itu... mulai dari,,, 
kendalanya… ambe kurang mengertinya, itu loh,,, arti dari 
Musrenbang, enggak tau, sing tau iku paling mek,,, RT ne tok, 
sing diundang kan orangnya tetap iku-iku saja si, panitia 
Musren sama RT dan Pamong tok, iya...”.  
 
Berikut hasil wawancara Bersama Bapak Ajis yang berkata senada 
dengan wawancara sebelumnya dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“Oh Siti Muarofah iya,,, iya,,, saya kira untuk isteri RT ya,,, 
cukup Pak RT nya aja yang berkecimpung masalah undangan-
undangan...”.  
 
Berikut hasil wawancara Bersama Ibu Melia yang bersependapat dengan 
wawancara sebelumnya dengan hasil wawancara sebagai berikut:  
“Kemaren saya enggak dapat udangan,,, tapi kata suami saya juga 
boleh sebenere,,, langsung hadir itu,,, iya,,, iya,,, suami saya yang 
dapat undangan… iya, iya,,, suami saya aja…”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa otoritas 
perangkat desa sangat mempengaruhi ruang gerak perempuan, seperti 
pemberian undangan dan sosialisasi hanya cenderung kepada pihak laki-laki. 
Berikutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Umi di desa patokpicis, 
 
yang menyampaikan penghambat keterlibatannya dengan hasil wawancara 
sebagai berikut: 
“Sebagai seorang laki-laki,,, jangan,,, jangan menghambat para 
perempuan untuk bisa berinteraktif,,, jadi laki-laki itu harus,,, 
bisa mendukung kegiatan isteri, agar isterinya enggak kuper,,, 
gitu,,, jadi bisa berkreasi juga gitu...”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat adanya kendala bagi 
perempuan untuk berinteraktif di luar rumah, hal tersebut tidak terlepas dari 
pandangan laki-laki yang menjadi suami yang kurang mendukung isteri untuk 
berinteraktif di luar pekerjaan rumah tangganya. Kemudian berdasarkan ketiga 
hasil wawancara tersebut, dalam kecilnya akses perempuan untuk hadir dalam 
musrenbangdes kemudian dari perangkat desa lebih mengutamakan pihak laki-
laki untuk mengikuti forum musrenbangdes. Hal tersebut bisa diketahui dengan 
perangkat desa lebih banyak mengundang pihak laki-laki terutama pada 
perangkat desa sampai RW maupun RT, ketimpangan maupun pembatasan hak 
perempuan dalam hal ini sangat jelas nampak bahwa perangkat desa kurang 
memberikan peluang untuk perempuan lebih aktif di pembangunan partisipatif 
terutama pada musrenbangdes.  
Dari hal tersebut seringkali menjadi kendala dalam kegiatan-kegiatan 
yang bersifat formal, sekalipun acara tersebut dalam rangka mewujudkan 
perencanaan partisipatif untuk semua lapisan. Dalam hal ini juga disampaikan 
oleh informan penelitian yang berkata senada dengan pemaparan tersebut, yakni 
bersama Ibu Musrifah di desa Patokpicis yakni: 
“Iya,,, menurut saya, kalau tidak mendapatkan undangan,,, ya 
gitu, enggak mau hadir, iya kalau ada undangan maksimal 
hadirnya,,, soalnya kadang-kadang yang banyak laki-laki,,, 
sama perempuan sama perempuan lebih banyak perempuan, 
kalau diundang semua....”. 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mucul kembali kendala bagi 
masyarakat untuk terlibat dalam acara musrenbangdes terutama kebanyakan 
dari pihak perempuan yang sering kali tidak mendapatkan undangan untuk bisa 
mendapatkan haknya. Akan tetapi menariknya di desa tersebut ketika 
seimbangnya undangan musrenbangdes yang tersebar untuk pihak laki-laki 
maupun perempuan, kehadiran peserta lebih banyak dari kalangan perempuan. 
Sebenarnya keterlibatan perempuan pada tingkat desa lebih antusias, 
keterlibatan perempuan juga tidak terlepas dari nilai, norma dan budaya desa 
setempat. 
 
4. Minimnya Pendidikan Perempuan 
Berbicara akses terkait sumberdaya manusia (SDM) yang tidak 
seimbang, dalam hal ini juga terjadi pada lokasi penelitian yang terdapat bahwa 
pendidikan kaum perempuan lebih rendah ketimbang kaum laki-laki, dalam 
persoalan kemampuan keterampilan maupun pemahamannya. Hal tersebut juga 
disampaikan oleh informan penelitian, yang disampaikan oleh Ibu Umi di desa 
Patokpicis yang menjelaskan bagaimana rendahnya pendidikan perempuan yang 
menjadi faktor penghambat, dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“Minimnya pendidikan,,, iya minimnya pendidikan bagi 
perempuan, sehingga perempuan tidak menghiraukan lagi, 
enggak mikirin lagi,,, Musrengangdes itu lah... Perempuan 
harus tetap berpendidikan, sehingga kalau perempuan 
berpendidikan, kedepan itu,,, a,,, para perempuan ini bisa, 
berinteraktif di desa,,, sehingga apa, kalau perempuan 
membentuk kelompok-kelompok perempuan, kan bisa 
menunjukkan desa, bagaimana desa supaya bisa,,, apa yah,,, 
supaya tidak,,, yowis ndek kono...”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, minimnya pendidikan bagi 
perempuan mengakibatkan kelompok-kelompok perempuan menjadi tidak 
 
responsif terhadap program-program pembangunan partisipatif desa terutama 
Musrenbangdes. Ketika perempuan desa mempunyai pendidikan yang sepadan 
dengan laki-laki akan memungkinkan bagi perempuan untuk bisa lebih 
berinteraktif di desa. Berikut disampaikan kembali oleh Ibu Etik di desa 
Patokpicis yang terdapat kesamaan dengan data wawancara tersebut di atas, 
dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
 “Tidak,,, karena sudah tak ada batasan lagi untuk perempuan 
menyampaikan aspirasinya,,, ya,,, karena rata-rata perempuan 
desa masih banyak yang,,, berpendidikan rendah,,, ya,,, masih 
banyak ibu-ibu yang kurang percaya diri dengan usulan-
usulannya,,, karena minder...”. 
 
Berikut hasil wawancara Bersama Ibu Melia yang bersependapat dengan 
wawancara sebelumnya yakni: 
“...Iyo Mas, memang perempuan desa ngunu-ngunu ae,,, memang 
pendidikane masih jauh sama laki-laki,,, iya, iya,,, kadang suaminya 
lulusan SMA isterinya lulusan SD,,, kadang, hehehe… yo ngunu iku, 
kan di desa Mas,,, jadi agak berat untuk ikut-ikutan di Musren, koyoe 
banyak yang enggak enggak paham…”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dengan rendahnya pendidikan 
perempuan menjadi suatu faktor penghambat keterlibatan perempuan pada 
musrenbangdes, didaerah pedesaan kelompok-kelompok perempuan merasa 
kurang percaya diri untuk tampil di ranah publik terutama dalam mengajukan 
usulannya pada saat musrenbangdes. Berikut disampaikan kembali oleh 
informan penelitian yang berkata senada dengan pemaparan tersebut, bersama 
Bapak Washul Huda di desa Patokpicis dengan wawancara sebelumnya yakni: 
“Untuk pelaksanaanya sebagian kecil saja,,, iya itu ada alasan-
alasan,,, hawatir kadang perempuan itu khususnya di 
Patokpicis masih pendidikannya,,, di bawah laki-laki,,, hawatir 
dalam pelaksanaannya keliru, malah jadi fatal, kebanyakan 
yang diminta hanya usulannya saja,,, untuk yang mengerjakan 
laki-laki... Kalau kendala kayaknya,,,  iya dibilang 50...50 lah,,, 
 
juga ada hambatan, juga ada,,, hambatannya kadang-kadang 
perempuan kalau usul dalam Musrenbangdes,,, ada saja yang 
menyimpang dari acara,,, dari judul...”. 
 
Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara tersebut yang 
menjelaskan kehawatiran dari pihak laki-laki terutama dari kalangan perangkat 
desa yang berkata bahwa sebagian besar kelompok-kelompok perempuan yang 
masih rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan kurang terlibatnya 
perempuan dalam pelaksanaan acara yang berlangsung, sebagian besar dari 
pihak perempuan memang hanya dimintai pendapatnya saja pada saat rapat-
rapat diforum perencanaan musrenbangdes. 
Keterlibatan dalam pembangunan desa dapat diketahui bahwa terdapat 
keterlibatan kaum perempuan di dalamnya. Keterlibatan atau peran serta 
berbagai pihak tidak lepas dari adanya segala kekuatan maupun kelemahan 
yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses 
kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu 
sama lain dalam upaya pembangunan di desa yang ada di desa Blayu dan 
Patokpicis. 
Pada pelaksanaan pembangunan partipatif sangat memerlukan dukungan 
dari berbagai pihak dan hal tersebut sebagai faktor pendorong, tidak saja dalam 
bentuk akumulasi dana dan investasi dalam jumlah optimal terutama untuk 
mengejar pertumbuhan tapi juga ketersediaan sumber daya manusia yang pada 
dasarnya menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Salah satu aspek sumber 
daya manusia andal yang dimaksud adalah keberadaan perempuan. Keterlibatan 
dan kontribusi positif pada perempuan dalam pembangunan sudah tidak 
diragukan lagi.  
 
Kemudian dari faktor penghambat berdasarkan temuan hasil penelitian  di 
dalam pelaksanaan musrenbangdes tentang keterlibatan perempuan secara 
langsung masih belum sesuai dengan harapan, dimana keterlibatan perempuan 
hanya untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan harus ada keterlibatan dari 
perempuan. Pelaksanaan program tersebut dominansi kaum laki-laki masih 
tampak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
pelestarian kegiatan. Kenyataan tersebut membuat kaum perempuan tidak dapat 
berpartisipasi dalam memberi sumbang saran dan pendapat dalam menentukan 
arah pembangunan desa, atau dengan kata lain, hal ini menunjukkan kaum 
perempuan tidak berdaya dalam mengakses program-program pembangunan 
yang ada di desa. Hal tersebut berdampak langsung kepada tidak 
terakomodirnya kepentingan kaum perempuan yang menyentuh kebutuhan 
mereka. 
Pembahasan mengenai mengenai faktor pendorong dan penghambat 
keterlibatan perempuan pada musrenbangdes di desa Blayu dan Patokpicis 
seperti yang disampaikan sebelumnya, terdapat perbedaan dan kesamaan 
dengan penelitian terdahulu sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni Munggi 
Lestari pada tahun 2013, menurut Anggraeni faktor pendorongnya adalah 
kesadaran perempuan untuk membangun desa, dukungan dari suami, serta 
adanya kesempatan bagi keterlibatan perempuan. Faktor penghambatnya 
adalah beban ganda yang dimiliki perempuan, waktu pelaksanaan kegiatan, 
serta kesulitan mengelola keuangan pinjaman bergulir.  
Sedangkan dalam hasil penelitian ini adalah pertama faktor pendorong;  
1) adanya kesadaran dari pihak perempuan untuk terlibat, 2) sosialisasi dan 
undangan untuk terlibat, 3) adanya kesempatan perempuan untuk terlibat dan, 4) 
 
adanya dukungan dari suami untuk keterlibatan peremuan dalam 
mengikutsertakan dimusrenbangdes. Kemudian faktor Penghambat yakni; 1) 
waktu pelaksanaan acara musrenbang, 2) beban ganda yang dimiliki 
perempuan, 3) kurangnya sosialisasi dan undangan sepihak, 4) minimnya 
pendidikan perempuan. 
Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 
keterbaharuan hasil penelitian yang dapat diangkat adalah pertama terdapat 
pada faktor pendorong bagi perempuan untuk terlibat yaitu adanya sosialisasi 
dan undangan yang cukup mempengaruhi pihak perempuan untuk bisa 
mengikuti perencanaan partisipatif pada musrenbangdes. Kemudian pada faktor 
penghambatnya adalah, pertama masih kurangnya sosialisasi kepada 
perempuan dan undangan sepihak dari perangkat desa untuk mengikutsertakan 
masyarakat yang cenderung memprioritaskan pihak laki-laki, berikutnya faktor 
minimnya tingkat pendidikan perempuan yang mengakibatkan sebagian 
perempuan kurang memahami pentingnya dari forum musrenbangdes. 
Persoalan partisipasi masyarakat terutama pada kalangan perempuan 
untuk terlibat pada forum musrenbangdes memang tidak terlepas dari konsep 
partisipasi yang memiliki tujuan yang tidak hanya melihat tercapainya maupun 
keberhasilan suatu program pembangunan yang sedang dirancang akan tetapi 
seharusnya dinilai dari aktivitas keterlibatan itu sendiri yang menjadi prioritas 
terutama bagi kalangan pemangku kepentingan dalam memutuskan suatu 
program dan kebijakannya. Berdasarkan hal tersebut perlu memperhatikan 
kembali keterlibatan perempuan dalam musrenbangdes tujuannya yang diikuti 
oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dari keterlibatan 
perempuan yang tertuang dari beberapa kegiatan yang sudah berjalan. 
 
Mengupayakan keterlibatan perempuan sebagai faktor pendorong dalam 
mewujudkan konsep dari gender dan pembangunan sebenarnya pentingnya 
peran laki-laki dalam mendukung melalui perilaku saling menghargai atau saling 
menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling 
pengertian antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian tidak ada pihak 
yang merasa terdiskriminasi guna meuwujudkan kesejahteraan masyarakat 
dengan adanya beberapa program pembangunan desa. 
Kesejahteraan masyarakat juga merupakan tujuan utama dari adanya 
pembangunan desa. Substansi dari kesejahteraan itu sendiri salah satunya 
dengan adanya keadilan yang berwawasan gender terutama pada 
pembangunan. Dalam hal ini pemerintah desa perlunya memahami kembali 
bagaimana kesetaraan gender itu sangat mendesak seperti pada posisi 
perempuan pada pemerintahan desa yang harus memenuhi kuota minimal 30%. 
Karena hal tersebut juga sangat berpengaruh pada keterlibatan perempuan 
lainnya dalam ikutserta diberbagai kegiatan-kegiatan program pembangunan 
desa. 
 
Berdasarkan temuan hasil penelitian yang sudah dihubungkan dengan 
penelitian terdahulu tersebut, berikutnya penjabaran dalam analisis teori yang 
digunakan dalam pembahasan ini kembali menggunakan analisis gender model 
Moser (1993) dengan menggunakan pola analisis faktor-faktor. Penjabaran 
tersebut guna memahami dan menganalisis yang mempengaruhi pada profil 
kegiatan dan pada profil akses serta pada profil kontrol, hal tersebut kemudian 
dapat dijadikan menjadi suatu alat dalam menentukan beberapa hal yang 
menjadi menghambat maupun menjadi pendukung pada sebuah program. 
 
Pelingkupan analisis tersebut meliputi pada aspek lingkungan budaya, pada 
tingkat kemiskinan, pada distribusi pendapatan masyarakat, pada struktur 
kelembagaan, pada penyebaran pengetahuan, pada teknologi dan pada 
ketrampilan, pada norma atau pada nilai-nilai individu dan pada masyarakat, 
pada kebijakan lokal atau kebijakan regional, pada peraturan atau hukum, pada 
pelatihan dan pada pendidikan, pada kondisi politik dan lain sebagainya.  
Kemudian dari temuan hasil penelitian ini pada faktor-faktor pendorong 
hal tersebut sesuai dengan konsep partisipasi bahwa penunjang keterlibatan 
perempuan didasari adanya kesadaran kritis dari pihak perempuan untuk menata 
diri dalam perubahan-perubahan yang berlangsung terutama dalam ranah 
pembangunan. Berikutnya arti dari keterlibatan dalam pembangunan bagi 
perempuan dalam pengertiannya adalah kemandirian dan kekuatan internal yang 
menekankan pada perencanaan forum musrenbangdes yang berkenaan dengan 
kesamaan peran dan hak kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan 
dari temuan hasil penelitian faktor-faktor penghambat, yang mengakibatkan 
perempuan cenderung kurang terlibat dalam musrenbangdes hal tersebut 
menjadi kesenjangan gender pada akses dan partisipasi perempuan perlunya 
kembali perhatian khusus terhadap pihak perempuam. 
Pembangunan desa pada musrenbangdes haruslah haruslah didorong 
dan ditumbuhkan dengan menciptakan suasana dan kondisi yang baik secara 
intern maupun ekstern yang dapat memungkinkan perempuan untuk turut serta 
dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi 
atau keterlibatan yang dimaksudkan adalah bagaimana melibatkan seluruh 
proses dan tahapan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan sampai kepada pelestarian dalam program musrenbangdes.  
 
Permasalahan keterlibatan perempuan ketika hal ini belum terselesaikan 
dengan baik akan menambah masalah bagi perempuan pada masa yang akan 
datang, disatu pihak rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan 
desa yang diakibatkan kondisi kodrat maupun masalah sosial budaya yang 
dimiliki, seperti hukum dan norma-norma lainnya yang sudah ada sejak zaman 
nenek moyang dahulu dan masih berlaku sampai sekarang. Dalam hal ini masih 
banyak terdapat lingkungan yang kurang peduli dan tidak sepenuhnya 
mendukung potensi perempuan baik dalam masyarakat maupun dalam 
lingkungan keluarga guna bisa mengeksploasi kempauannya pada perencanaan 
partsipatif pada musrenbangdes. Perempuan pada dasarnya merupakan sumber 
daya penting dalam pembangunan yang sulit terlepas dari berbagai faktor yang 
mempengaruhi keberadaannya. 
 
4.3. Proposisi  
Berdasarkan keseluruhan pembahasan dari hasil temuan penelitian 
berserta analisis, partisipasi perempuan dalam pembangunan desa (studi gender 
tentang keterlibatan perempuan pada musrenbangdes di desa Blayu dan desa 
Patokpicis, kecamatan Wajak, kabupaten Malang). Keterlibatan pada 
musrenbangdes tidak hanya melibatkan pihak laki-laki saja, hal itu ditandai oleh 
terlibatnya beberapa pihak perempuan guna mendukung program 
musrenbangdes, hal tersebut sesuai dengan asas perencanaan pembangunan 
partisipatif yang harus melibatkan semua lapisan masyarakat. 
Berjalannya program musrenbangdes terdapat beberapa tahapan 
keterlibatan perempuan sesuai dengan hasil penelitian bahwa, posisi keterlibatan  
perempuan pada lingkup perangkat desa maupun pada saat forum 
 
musrenbangdes bisa dianggap cukup terwakili bagi kalangan perempuan 
lainnya, keterwakilan pihak perempuan tersebut dimulai dari tahapan 
perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam penulisan hasil penelitian 
digunakan analisis pendekatan gender dan pembangunan dan analisis gender 
Moser, dimana dalam analisis tersebut terdapat tiga pola analisis guna 
menganalisis hasil keterlibatan perempuan.  
Dimana dari ketiga pola analisis tersebut, pertama pola analisis pola-pola 
pembagian kerja dan melalui curahan kerja (profil kegiatan). Analisis tersebut 
bisa dilihat dari bagaimana para stakeholders melibatkan perempuan maupun 
kelompok-kelompok perempuan meliputi organisasi perempuan dalam 
penyadaran kesetaraan gender pada perencanaan partisipatif. Kedua, pola 
analisis terkait profil akses yakni pada peluang dan profil kontrol yakni pada 
kekuatan pengambilan keputusan. Hal tersebut berkaitan dengan sumberdaya 
fisik serta sumberdaya sosial budaya, seperti dalam media informasi, pendidikan 
dan pelatihan keterampilan. Ketiga pola analisis faktor-faktor, hal tersebut guna 
menjabarkan profil akses dan kontrol yang dapat digunakan untuk menganalisis 
faktor pendorong dan faktor penghambat dalam sebuah program. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan 
sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka pada bagian ini dirumuskan proposisi 
hasil penelitian, yakni sebagai berikut: 
1) Posisi perempuan pada lingkup pemerintah desa dapat berpengaruh pada 
keterlibatan perempuan dilingkup musrenbangdes. 
2) Keterlibatan perempuan pada kepanitiaan musrenbangdes dapat 
berpengaruh pada keaktifan perempuan diforum musrenbangdes. 
 
3) Keterampilan perempuan dapat berpengaruh pada posisi dipemerintahan 
desa 
4) Keterampilan perempuan dapat berpengaruh pada posisi kepanitiaan 
musrenbangdes. 
5) Dominasi kaum laki-laki dapat berpengaruh pada posisi perempuan sebagai 
pelengkap. 
6) Keterlibatan perempuan pada forum musrenbangdes dapat berpengaruh 
pada pelaksanaan program pembangunan desa. 
7) Kehadiran perempuan pada forum musrenbangdes dapat berpengaruh pada 
dukungan moral perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan 
desa. 
8) Keterlibatan  perempuan pada forum musrenbangdes dapat berpengaruh 
untuk menimbulkan dukungan moral perempuan. 
9) Kesadaran perempuan dapat berpengaruh pada kesiapan untuk terlibat 
dalam musrenbangdes 
10) Sosialisasi musrenbangdes dapat berpengaruh pada tingkat pemahaman 
masyarakat. 
11) Pemberian undangan musrenbangdes dapat berpengaruh pada tingkat 
kehadiran peserta. 
12) Keaktifan suami pada pemerintahan desa dapat berpengaruh pada 
keterlibatan perempuan dalam musrenbangdes. 
13) Dukungan moral suami dapat berpengaruh pada antusias perempuan dalam 
mengikuti forum musrenbangdes. 
14) Beban ganda pada perempuan dapat berpengaruh pada tingkat kehadiran di 
forum musrenbangdes. 
 
15) Kurangnya sosialisasi dapat berpengaruh pada pemahaman masyarakat 
dalam mengikuti musrenbangdes. 
16) Sedikitnya pemberian undangan dapat berpengaruh pada tingkat kehadiran 
masyarakat dalam mengikuti musrenbangdes. 
17) Dominasi kaum laki-laki dapat berpengaruh pada undangan sepihak dalam 
pelaksanakan musrenbangdes. 
18) Rendahnya pendidikan perempuan desa dapat berpengaruh pada keaktifan 
perempuan pada saat forum musrenbangdes. 
  
 
 
